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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب ba b be 
ت ta t te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج jim j je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d de 
ذ żal ż zet (dengan titik di atas) 
ر ra r er 
ز zai z zet 
س sin s es 
ش syin sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 
x 
 
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik 
غ gain g ge 
ف fa f ef 
ق qaf q qi 
ك kaf k ka 
ل lam l el 
م mim m em 
ن nun n en 
و wau w we 
ه ha h ha 
ء hamzah  apostrof 
ى ya y ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(‘). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َا fatḥah a a 
 ِا kasrah i i 
 ُا ḍammah u u 
xi 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َٸ fatḥah dan yā’ ai a dan i 
ٷ fatḥah dan wau au a dan u 
Contoh: 
 َﻒْﯿَﻛ: kaifa 
 َلَْﻮھ: haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakatdan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ى.. |  َا... fatḥah dan alif atau yā’ ā a dan garis di atas 
ى kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas 
و dammah dan wau ū u dan garis di atas 
Contoh: 
 َتﺎﻣ: māta 
ﻰَﻣَر: ramā 
 َﻞِْﯿﻗ: qīla 
 ُتْﻮَﻤﯾ : yamūtu 
 
 
xii 
 
4. Tā’ marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭahada dua, yaitu: tā’ marbūṭahyang hidup 
atau mendapat harakat fatḥah, kasrah,dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan tā’ marbūṭahyang mati atau mendapat harakat sukun,transliterasinya 
adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaankedua kata itu terpisah, maka 
tā’ marbūṭahituditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
ﺔَﺿْوَر  اﻷ ْط ِلَﺎﻔ : rauḍah al-aṭfāl 
 ِﺪََﻤﻟا ْﻟا َُﺔﻨْﯾَﺔﻠِﺿﺎﻔ : al-madīnah al-fāḍilah 
ﺔَﻤْﻜَِﺤﻟا: al-ḥikmah 
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arabdilambangkan 
dengan sebuahtanda tasydīd (   ّ  ), dalamtransliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonanganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
 َﺎّﻨﺑَر  : rabbanā 
 َﺎﻨْﯿَّﺠﻧ : najjainā 
 ّﻖََﺤﻟا : al-ḥaqq 
 َﻢ ﱡﻌﻧ: nu“ima 
 ّوُﺪَﻋ: ‘aduwwun 
Jika huruf ى ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahuluioleh huruf 
kasrah ( ّى) maka ia ditransliterasi seperti hurufmaddah menjadi ī. 
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Contoh: 
 ِّﻰﻠَﻋ   : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 
 ّﻰﺑَﺮَﻋ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf لا 
(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasiini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika iadiikuti oleh huruf syamsiyah 
maupun huruf qamariyah. Katasandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 
dandihubungkan dengan garis mendatar (-). 
Contoh: 
 ُﺲْﻤَّﺸﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ﺔﻟَﺰﻟَّﺰﻟا : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 
َﺔﻔَﺴَْﻠَﻔﻟا : al-falsafah 
 َﺪﻠَﺒﻟا  : al-bilādu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 
bagi hamzahyang terletak di tengah dan akhir kata.Namun, bila hamzah terletak 
di awal kata, ia tidak dilambangkan,karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
 ْﻣﺄﺗ َنْوُﺮ  : ta’murūna 
 ُعّْﻮَﻨﻟا: al-nau‘ 
 ٌءْﻲَﺷ: syai’un 
 ُتْر ِ ُمأ : umirtu 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalahkata, istilah 
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasaIndonesia. Kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadibagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sering ditulisdalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 
digunakan dalam duniaakademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, 
danmunaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian darisatu 
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 
Contoh: 
Fī Ẓilāl al-Qur’ān 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-Jalālah (ﷲ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan  huruf 
lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasanominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
 ِﷲ ُﻦﯾِد dīnullāh  ِ ِﺎﺑ billāh 
Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkankepada Lafẓ al-
Jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
 ِﷲ ِﺔَﻤﺣر ِْﻲﻓ ُْﻢھhum fī raḥmatillāh 
 
 
10. Huruf Kapital 
xv 
 
 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), 
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenaiketentuan tentang 
penggunaan huruf kapital berdasarkan pedomanejaan Bahasa Indonesia yang 
berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya,digunakan untuk menuliskan huruf 
awal nama diri (orang, tempat,bulan) dan huruf pertama pada permulaan 
kalimat. Bila nama dirididahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 
dengan hurufkapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 
katasandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari 
katasandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yangsama 
juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yangdidahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teksmaupun dalam catatan rujukan 
(CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 
Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkatamubārakan 
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
Abū Naṣr al-Farābī 
Al-Gazālī 
Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, makakedua nama terakhir itu 
harus disebutkan sebagai nama akhirdalam daftar pustaka atau daftar referensi.  
 
Contoh: 
xvi 
 
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,Abū al-
WalīdMuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr 
ḤāmidAbū) 
 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt. = subḥānahū wa ta‘ālā 
saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 
a.s.  = ‘alaihi al-salām 
H  = Hijrah 
M  = Masehi 
SM = Sebelum Masehi 
l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS …/..: 4= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 
HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
 
Nama  : Haris Mustofa 
NIM  : 10300113206 
Judul: Efektivitas Pelaksanaan Pencegahan Kejahatan Pornografi di Kota 
Makassar 
 
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana Efektivitas peranan 
kepolisian Sektor Panakkukang dalam  melakukan pencegahan kejahatan pornografi 
di kota makassar sesuai dengan yang telah diamanatkan di dalam Pasal 17 Undang-
undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. kemudian pokok masalah 
tersebut selanjutnya di-breakdown ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan 
penelitian, yaitu: 1)Bagaimana kejahatan pornografi di Kota Makassar ?, 
2)Bagaimana efektivitas pelaksanaan pencegahan kejahatan pornografi di kota 
Makassar ?, 3)Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan 
pencegahan kejahatan pornografi di kota Makassar ? 
Jenis penelitian:Field Researchatau dalam penelitian hukum disebut 
penelitian empiris dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: yuridis dan 
sosiologis.Sumber:Primer dan Sekunder. Primer, antara lain adalah Kapolsek, Wakil 
Kapolsek, Kapala Unit Reskrim,Panit 1 Reskrim Polsek Panakkukang (Makassar). 
Sekunder, antara lain Data dari kepolisian Sektor Panakkukang, Buku-buku dan 
literatur lainnya.Metode pengumpulan data: observasi, wawancara, dokumentasi. 
Teknik pengolahan dan analisisdata: dikumpulkan secara primer dan sekunder,lalu 
dianalisis secara mendalam., selanjutnya dituangkan secara deskriptif kualitatif yakni 
membandingkan data primer dan data sekunder, lalu diklasifikasikan kemudian 
dijabarkan dan disusun secara sistematis, sehingga diperoleh suatu pengetahuan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranKepolisian Sektor 
Panakkukang dalam melakukan upaya pencegahan kejahatan pornografi di kota 
Makassar belum Efektif, karena yang pertamaterdapat faktor penghambat yang lebih 
banyak daripada faktor pendukungnya, kedua, adanya jumlah kejahatan yang terus 
meningkat setiap tahunnya, namun upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian tidak 
mengalami peningkatan. 
Implikasi dari penelitian ini antara lain: 1)Mengevaluasi dan meningkatkan 
upaya pencegahan dari sebelumnya, 2) pemerintah harus benar-benar 
mengimplementasikan pasal 17 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang 
Pornografi,3)Pemerintah harus melengkapi fasilitas dan pengetahuan tentang 
teknologi yang ada di setiap badan kepolisian.. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Masalah pornografi semakin memprihatinkan dan dampak negatifnya pun 
semakin nyata, diantaranya, sering terjadi perzinaan,orang-orang yang menjadi 
korban kejahatan tersebut tidak hanya perempuan dewasa, tetapi banyak korban 
yang masih anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan.1 Para pelakunya pun 
tidak hanya orang-orang yang tidak dikenal, atau orang yang tidak mempunyai 
hubungan kekeluargaan dengan korban. Namun pelakunya adalah orang yang 
masih mempunyai hubungan darah,  hubungan profesi, hubungan kerja, hubungan 
tetangga, hubungan pendidikan, yaitu hubungan guru dengan murid, baik guru di 
sekolah formal maupun guru mengaji maupun guru agama. 
Perkembangan  teknologi  telah  membawa  bentuk-bentuk  baru dari 
pornografi, yang oleh Burhan Bungin diidentifikasikan menjadi  pornoaksi,  
pornomedia, pornoteks dan pornosuara. Pornografi merupakan  penggambaran  
aksi  gerakan  tubuh,  penonjolan  bagian-bagian  tubuh  yang  dominan memberi 
rangsangan seksual, sampai dengan aksi  mempertontonkan payudara  dan  alat  
vital  yang  tidak  disengaja  atau  disengaja, untuk  membangkitkan  nafsu  
seksual  bagi  yang  melihatnya. Pornomedia  adalah  aksi-aksi  subjek-objek  
seksual  yang dipertontonkan  secara  langsung  dari  seseorang  kepada  orang 
                                                                
1Neng Djubaedah, Pornografi dan Pornoaksi diTinjau Dari Hukum Islam(Cet. III ; Jakarta: 
Kencana Prenada media group, 2009) h. 1. 
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lain  lewat media cetak maupun elektronik sehingga  menimbulkan  rangsangan  
bagi  seseorang. 
Sementara itu Sayling Wen dalam bukunya Future of the Media2, melihat 
media dalam konteks yang lebih luas, tidak saja melihat media dalam konsep 
komunikasi antar pribadi, namun juga melihat media sebagai medium 
penyimpanan dan medium informasi. Enam media hubungan antar pribadi ang 
dimaksud oleh Wen adalah suara, grafik, teks, musik, dan video. Sedangkan 
media penyimpanan adalah buku dan kertas, kamera, alat perekam kaset, kamera 
film dan proyektor, alat perekam video dan disk optikal.3 
Agus Raharjo dalam bukunya Cyber Crime, mengatkan bahwa publikasi 
pornografi melalui jaringan internet, bukan hal yang  aneh  dan  baru. 
Kecanggihan  teknologi  informasi  dan komunikasi merupakan instrumen yang 
menunjang penyebaran pornografi.4 Masyarakat yang ingin mengakses/melihat 
film-film porno melalui jaringan internet tak perlu sulit lagi, mereka cukup 
mengoperasikan smartphone miliknya yang tersambung dengan jaringan internet. 
Materi pornografi dengan mudah dapat diakses melalui internet, situs-situs 
yang berisi film-film porno, mapun lewat youtube yang isinya pornografi hasil 
rekaman amatir atau sengaja diuploude melalui internet. Pornografi bukan lagi 
persoalan hukum semata, melainkan merupakan permasalahan sosial  yang  
penanganan  dan  pencegahannya  tidak  hanya mengandalkan  pada  instrumen  
hukum  yang  dikelola  oleh aparat penegak hukum. Penanggulangan pornografi 
                                                                
2 Wen Sayling, Future of the Media (Batam : Lucky Publishers, 2002), h. 17-18. 
3Burhan Bungin, Pornomedia (Cet. 1; Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 1. 
4Agus Raharjo, Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan kejahatan Berteknologi 
(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h. 29. 
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harus integratif  antara  struktur  dan  kultur,  begitu  pula  harus seimbang antara 
tindakan represif dan preventif. 
Disebabkan tidak adanya pengawasan terhadap lalu lintas materi 
pornografi di dunia maya dapat mempercepat penyebaran produk porno (gambar, 
video, suara) ke dalam jutaan ruang akses, baik warnet, kantor, lembaga 
pemerintahan, hingga sekolah-sekolah (SD, SMP, SMA, kampus). Meski tidak 
sepenuhnya disebabkan oleh media massa, namun suguhan berita serta tayangan 
yang mengusung tema seksualitas berikut derivasinya secara tak langsung telah 
memantik imajinasi publik tentang pornografi. 
Sesuai dengan isi kandungan dari pasal 17 UUP Pemerintah mempunyai 
peran yang sangat penting. Pemerintah wajib melakukan pencegahan pembuatan, 
penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Untuk melakukan pencegahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 
Tentang Pornografi yaitupemerintah berwenang melakukan pemutusan jaringan 
pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk 
pemblokiran pornografi melalui internet, melakukan pengawasan terhadap 
pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, dan melakukan kerja 
sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar 
negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan 
pornografi. 
Namun berdasarkan data yang dirilis oleh Polsek Panakkkukang, di daera 
kota Makassar sendiri, kejahatan pornografi antara tahun 2011 sampai Juni 2013 
tercatat berjumlah 65 kasus, 52 diantaranya dapat diselesaikan.  
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Tahun 2011 terdapat 20 laporan yang masuk ke Polsek Panakkukang dan 
15 kasus dapat diselesaikan, diantaranya terdapat 5 kasus penyebaran pornografi 
dalam bentuk VCD/DVD, 12 kasus warnet/internet pornografi, dan 3 kasus 
penyebaran pornografi melalui hanphone (HP).  Pada tahun 2012 terdapat  25 
laporan yang masuk dan 19 kasus yang dapat diselesaikan, diantaranya terdapat 7  
kasus penyebaran pornografi dalam bentuk VCD/DVD, 16 kasus warnet/internet 
pornografi, dan 2 kasus penyebaran pornografi melalui hanphone (HP). Pada Juni 
2013  terdapat  20  laporan yang masuk dan 18 kasus yang dapat diselesaikan, 
diantaranya terdapat 4 kasus penyebaran pornografi dalam bentuk VCD/DVD, 8 
kasus warnet/internet pornografi, dan 8 kasus penyebaran pornografi melalui 
hanphone (HP).   
Karena itulah tak heran jika angka kejahatan pornografi di Indonesia terus 
meningkat belakangan ini. Menurut data yang dipublikasikan KPAI, sejak tahun 
2011 hingga 2014,jumlah anak korban pornografi dan kejahatan online di 
Indonesia telah mencapai jumlah 1.022 anak. Secara rinci dipaparkan, anak-anak 
yang menjadi korban pornografi online sebesar 28%, pornografi anak online 21%, 
prostitusi online 20%, objek CD porno 15% serta anak korban kekerasan seksual 
online 11%.5 
Tidak cukup sampai disitu saja,  berita pemerkosaan yang terus saja 
berulang di berbagai daerah dengan beragam motifnya makin menguatkan 
sinyalemen itu. Ketika pornografi mempengaruhi cara berpikir dan bertindak, 
maka efek yang akan tumbuh dengan subur adalah “Freedom of Sex”, kebebasan 
                                                                
5 Liputan 6.com, “KPAI: Ribuan Anak Indonesia jadi Korban Pornografi Internet” situs 
resmi.http://tekno.liputan6.com/read/2173844/kpai-ribuan-anak-indonesia-jadi-korban-pornografi-
internet (diakses pada 30 November 2016). 
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berpikir, berekspresi, dan berbuat hal seksual dimana saja, kapan saja, dan dengan 
siapa saja. Kriminalitas di bidang seks akan meledak; seks dengan anak-anak, 
perkosaan, penyiksaan terhadap diri sendiri dan pasangan, hingga penggunaan 
seks sebagai ancaman, pemaksaan, pencabulan dan pembunuhan.  
Adapun dampak negatif pornografi yang ditimbulkan oleh pelaku itu 
sendiri salah satunya adalah kecanduan secara berlarut-larut yang dapat merusak 
otak, mengacaukan pikiran, dan bahkan bisa membuat kualitas  kecerdasan 
menjadi menurun. Pornografi juga dapat menghilangkan nilai moral dalam diri 
individu. Mengakibatkan kehilangan rasa percaya terhadap tuhan, melupakan 
keluarga, melupakan komitmen, melupakan cinta, dan melupakan ikatan 
pernikahan. Pornografi membentuk jiwa hedonisme, membuat segalanya boleh 
dilakukan. 
Berangkat dari beberapa uraian kasus diatas, maka kejahatan pornografi 
termasuk dalam kategori kasus tindak pidana.6 Sehingga didalam kitab Undang-
undang hukum pidana (KUHP) pasal 282, dijelaskan bahwa pornografi yaitu 
menyiarkan mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan 
suatu tulisan, gambar atau barang yang melanggar perasaan kesopanan, maupun 
membawa masuk, mengirimkan terus, membawa keluar atau menyediakan surat, 
gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan, 
sehingga kelihatan oleh orang banyak ataupun dengan terang-terangan atau 
dengan menyiarkan sesuatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau 
menunjukkan, bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh   didapat. 
                                                                
6Adami Chazawi, Tindak Pidana Pornografi, ed.Maya Sari. Dessy Marliani Listianingsih 
(Cet. I ; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 14. 
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Jadi, saat  ini  upaya  untuk  pencegahan  penyebaran  dan perbuatan 
pornografi yang menyimpang, lebih ditekankan pada upaya represif yaitu  dengan  
pendekatan  hukum  pidana  yang  dijalankan oleh Kepolisian, Kejaksaan, 
Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan dengan cara memproses pelaku-pelaku 
tindak pidana pornografi dan menjatuhi sanksi pidana. Tetapi pada faktanya,  
upaya  tersebut  tidak  menimbulkan  efek  jera pada masyarakat, oleh  karena  itu  
diperlukan  upaya  lain selain dari upaya hukum untuk penanggulangan dan 
pencegahan kejahatan pornografi. 
Oleh karena itu penulis berusaha melihat paradigma kehidupan 
masyarakat di kota Makassar dengan memfokuskan arah pandangan kita terhadap 
berbagai kasus-kasus pornografi yang sering di pulikasikan lewat berbagai media 
yang  aktor utamanya berasal dari berbagai kalangan, baik itu dilihat dari segi usia 
yang bervariasi maupun latar belakang ekonomi dan latar belakang pendidikan. 
Maka judul Efektivitas Pelaksanaan Pencegahan Kejahatan Pornografi 
di Kota Makassar  ini untuk melihat bagaiman upaya dan strategi pemerintah 
dalam pencegahan kejahatan pornografi di kota Makassar serta  faktor pendukung 
dan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi pelaksanaan pencegahan 
kejahatan pornografi di kota Makassar.   
 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan terhadap pemerintah Kota Makassar. 
Dimana pemerintah dalam hal ini adalah Polisi Polsek Panakkukang selaku pihak 
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utama yang berwenang dalam melakukan pencegahan berbagai kejahatan di kota 
Makassar khususnya kejahatan pornografi berdasarkan perintah Undang-undang. 
Penelitian ini dilakukan guna untuk melihat bagaimana upaya pemerintah 
dalam melaksanakan tugasnya untuk mencegah kejahatan pornografi dikota 
Makassar sebagaimana yang diatur di dalam pasal  17  Undang-undang Nomor 44 
Tahun 2008 tentang Pornografi.  
2. Deskripsi fokus 
Berdasarkanpada fokus penelitian dari judul di atas, maka dapat 
dideskripsikan bahwaperan pemerintah dalam pelaksanaan pencegahan kejahatan 
pornografi merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan terlaksanannya 
Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi secara efektif. Dalam 
skripsi ini penulis juga akan membahas pornografi dalam perspektif Islam, baik 
itu dari segi pengertian maupun dari segi aspek hukumnya.Selain itu, penelitian 
ini difokuskan pada faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam 
melaksanakan pencegahan kejahatan  pornografi  yang dilakukan oleh 
pemerintah. 
 
C. Rumusan masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalahnya 
adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana realita kejahatan pornografi di Kota Makassar ? 
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pencegahan kejahatan pornografi di kota 
Makassar ? 
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3. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pencegahan 
kejahatan pornografi di kota Makassar ? 
 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. 
Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan 
berdasarkan literatur yang tersedia. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep 
atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian. 
Berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu 
efektivitas pelaksanaan pencegahan kejahatan pornografi di kota Makassartelah 
ada beberapa literatur yang membahas terkait masalah tersebut, namun belum ada 
literatur khusus tentang judul skripsi ini begitu pula dengan penelitian-penelitian 
ilmiah sebelumnya. Agar nantinya pembahasan ini lebih fokus pada pokok kajian 
yang dimaksud diantaranya adalah: 
1. Adami Chazawi dalam bukunya Tindak Pidana Pornografi menjelaskan 
tentang pornografi yang menyerang nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan 
umum. Sama artinya menyerang kepentingan hukum atas rasa ketentraman 
dan kedamaian batin bidang kesusilaan umum. Dalam buku ini membahas 
tentang hukum normatif mengenai tindak pidana pornografi, baik dalam 
KUHP maupun dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang 
sangat berkaitan dengan skripsi penulis.  
2. Burhan Bungin, dalam bukunya Pornomedia dijelaskan bahwa  perbedaan 
masalah seksualitas, sensualitas, erotika, dan porno menjadi tema yang sangat 
menarik akhir-akhir ini, terlebih lagi setelah merebaknya tayangan di berbagai 
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media massa yang mengupas soal sensualitas dan erotika. Persoalan sekarang 
secara sosiologis dan rasional ilmiah persoalan seksualitas yang mengarah 
pada porno ini dirumuskan dan disepakati oleh masyarakat. Dalam buku ini 
kita diajak bukan sekadar melihat persoalan hanya disekitar masalah porno, 
namun melihatnya dari akar masalah, yaitu norma seks yang ada di 
masyarakat dari waktu ke waktu. 
3. Eka Mustafia (2015), dalam Skripsinya yang berjudul Tindak Pidana 
Pornografi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 
2008 Perspektif Islam, dalam Skripsi tersebut membahas tentang tindak 
pidana pornografi yang mengandung segala perbuatan yang berhubungan 
dengan pornogrfi yang dilarang oleh Undang-undang Pornografi dan ancaman 
terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam skripsi tersebut juga 
membahas tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi maraknya kasus-kasus 
pornografi dilingkungan masyarakat serta dampak negetif yang ditimbulkan 
oleh pornografi yang nantinya juga akan dibahas didalam skripsi ini. 
4. Neng Djubaedah, dalam bukunya yang berjudul Pornografi Dan Pornoaksi 
Ditinjau Dari Hukum Islam. Dalam buku tersebut membahas tentang 
pornografi dan pornoaksi dalam tinjauan hukum Islam secara komprehensif 
dan mendalam. Selain membahas berbagai hukum dan elaborasinya, buku 
tersebut juga membandingkan ketentuan hukum positif Indonesia (KUHP) 
dengan hukum Islam dalm hal pornografi/pornoaksi, serta usulan dan solusi 
penanggulangan isu ini dari perspektif hukum Islam. 
5. Nurul Najwa, Pornografi Dan Pornoaksi Dalam Perspektif  Hadis dalam 
jurnal Musawa Studi dan Gender Dalam Islam menjelaskan tentang 
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pornografi dan pornoaksi di Indonesia, dapat dipandang sebagai unsur 
penjahan budaya barat yang permisif , dan telah mengalami dekadensi moral 
yang banyak menimbulkan pro dan kontra. Dalam buku ini membahas tentang 
pornografi dan pornoaksi dalam hukum Islam yang merupakan bagian dari 
pembahasan skripsi ini. 
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
Sudah dapat dipastikan bahwa setiap usaha maupun kegiatan mempunyai 
tujuan yang hendak dicapai, karena tujuan akan dapat memberikan manfaat dan 
penyelesaian dari penelitian yang akan dilaksanakan, maka tujuan dari penelitian 
ini adalah:  
a. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kejahatan pornografi di Kota 
Makassar. 
b. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan pencegahan 
kejahatan pornografi di kota Makassar. 
c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat upaya pencegahan 
kejahatan pornografi di kota Makassar. 
2. Kegunaan Penelitian  
Adapun kegunaan penelitian terkait dengan judul diatas dapat 
diklasifikasikan menjadi dua kategori sebagai berikut : 
a. Kegunaan Teoritis  
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Manfaat dari penelitian ini adalah bahwa hasil dari penelitian ini 
diharapkan dapat berguna untuk menambah wacana dan wawasan pengetahuan 
ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya. Selain itu 
dapat digunakan sebagai landasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut 
mengenai upaya pencegahan kejahatan pornografi di kota Makassar. 
b.  Kegunaan Praktis  
1) Bagi Penulis 
Memperluas pengetahuan tentang upaya pencegahan  kejahatan pornografi di 
kota Makassar sebagai salah satu jenis tindak pidana yang lebih 
mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk 
mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.  
2) Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum  
Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan dan bahan 
pertimbangan atau masukan tersendiri bagi seluruh aparat kepolisian, di Kota 
Makassar pada khususnya, untuk dijadikan suatu pandangan atau langkah 
kedepan yang positif agar dapat melakukan pencegahan  kejahatan pornografi 
di Kota Makassar.  
3) Bagi Masyarakat  
Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat mendapatkan suatu 
informasi mengenai upaya pencegahan kejahatan pornografi di kota Makassar. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
 
A. Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional   
1. Pengertian Pornografi 
a) Pengertian Pornografi Dalam Hukum Islam 
Islam adalah agama yang ajarannya kaffah (lengkap/komprehensif), 
menyangkut seluruh aspek kehidupan. Termasuk cara berpakaian, Islam juga 
memberi pandangan secara luas. 
Sebenarnya Islam telah jelas melarang pornografi.Membicarakan 
pornografi berarti mencakup pembahasan aurat, baik itu aurat  laki-laki maupun 
perempuan yang selama ini menjadi objek pornografi.7Sesuai dengan fatwa 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa membiarkan aurat terbuka dan atau 
berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud diambil gambarnya, baik 
untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram. 
 Dalam Islam batasan aurat wanita sudah jelas. Aurat wanita adalah 
seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan (QS Al-Nur/24: 31) 
berikut ini. 
              
               
            
                     
                     
 
                                                                
7Neng Djubaedah, Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum  Islam, h. 10 
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Terjemahnya : 
Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan 
pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan 
perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah 
mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah 
menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah 
mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-
putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-
putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan 
mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, 
atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap 
wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan 
janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang 
mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai 
orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.8 
 
Ayat ini menjelaskan bahwa: katakanlah kepada wanita-wanita 
mukminah: ”Hendaknya mereka menahan pandangan mereka, sebagaimana 
perintah kepada kaum pria mukmin untuk menahannya, dan disamping itu 
janganlah mereka menampakkan hiasan, yakni bagian tubuh mereka yang dapat 
merangsang lelaki, kecuali yang biasa tampak darinya atau kecuali yang terlihat 
tanpa maksud untuk ditampak-tampakkan, seperti wajah dan telapak tangan.9 
Walhasil, berdasarkan Al-Qur'an, batasan aurat wanita dalam Islam adalah 
seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Oleh karena itu, jika 
seorang wanita menampakkan bagian tubuhnya selain wajah dan kedua telapak 
tangannya maka itu sudah termasuk perkara yang diharamkan dalam Islam, 
kecuali jika diperlihatkan kepada mahramnya 
 
Dalam kitab Tafsir Jalalain ayat diatas dijelaskan bahwa menampakkan 
                                                                
7Kementerian  Agama Republik Indonesia,  Al-Qur’an dan Terjemahan (Cet. I; Depok: Sabiq, 
2012), h.353 
9 M. Qurais Shihab, Tafsir Al-Misbah (Cet. IV; Jakarta: Lentera hati, 2011, Vol. 8) h. 526. 
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aurat sangatlah dilarang. Hal itu dapat ditunjukkan oleh lafaz wakullil mu’minaati 
yagdudna min absoorihinna(dan katakan kepada wanita yang beriman: 
“hendaklah mereka menjaga pandangannya”) dari hal-hal yang tidak dihalalkan 
bagi mereka melihatnya. Dan pada lafaz wayakhfadna furuujahunna(dan 
memelihara kemaluannya) dari hal-hal yang tidak dihalalkan untuknya. lafaz 
walaa tubdiina(dan janganlah mereka menampakkan)memperlihatkan 
ziinatahunna illa maa dzoharaminha(perhiasannya kecuali yang biasa tampak 
darinya)yaitu wajah dan dua telapak tangannya, maka hanya kedua perhiasan itu 
yang boleh dilihat oleh lelaki lain, jika dikhawatirkan adanya fitnah. Kemudian 
tidak ada larangan bagi wanita menampakkan auratnya pada anak laki-laki yang 
tidak bersyahwat ketika melihatnya dan laki-laki yang masih kecil. Hal itu 
ditunjukkan pada lafaz awittabi’in (atau pelayan-pelayan laki-laki) yakni hamba 
sahaya laki-laki miliknya, lafaz gairi(yang tidak) ulil irbabaty (mempunyai 
keinginan) terhadap wanita, lafaz minal rijaali (dari kalangan kaum laki-laki) 
seumpamanya penis masing-masing tidak dapat bereaksi. kemudian 
memperlihatkan aurat pada anak laki-laki kecil yaituterdapat pada lafaz at-tifl 
(atau anak-anak)lafaz ini bermakna jamak, sekalipun bentuk lafaznya tunggal, 
lafaz alladziina lam yadzharuu(yang masih belum mengerti)belum memahami, 
lafaz alaa awraatinnisaa’ (tentang aurat wanita) belum mengerti persetubuhan, 
maka kaum wanita boleh menampakkan aurat mereka dihadapan orang-orang 
tersebut selain antara pusar dan lututnya.10 
Berdasarkan penjelasan tafsir diatas, penulis menyimpulkan bahwa al-
                                                                
10Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, Tafsir Jalalain Berikut 
Asbabun Nuzul Ayat (Cet. VII; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 238-239. 
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Qur’an sangatlah melarang keras wanita mempertontonkan auratnya didepan 
umum seperti yang banyak terjadi pada masa sekarang ini.  namun tafsir diatas 
juga menjelaskan tentang kebolehan wanita dalam menampakkan auratnya 
dihadapat laki-laki yang tidak berfantasi atau bernafsu ketika melihatnya dan laki-
laki yang masih kecil dan belum mengetahui persetubuhan. 
Adapun menurut Tafsir ibnu Katsir menjelaskan ayat diatas bahwasanya 
kalimat “dan katakanlah kepada para perempuan yang berima, agar mereka 
menjaga pandangan nya.” Maksudnya menjaga pandangannya dari hal-hal yang 
diharamkan oleh Allah, yaitu memandang laki-laki lain selain suami mereka. 
Selanjutnya Allah Ta’ala berfirman “dan memelihara kemaluannya.” Sa’id bin 
Jubair berkata “Maksudnya memelihara kemaluannya dari tindakan perzinaan.” 
Abul “Aliyah berkata, “Seluruh ayat yang diturunkan di dalam al-Qur’an yang 
menyebut tentang memelihara kemaluan, maksudnya adalah memelihara 
kemaluan dari perbuatan zina, terkecuali ayat ini. Karena yang dimaksud di sini 
adalah memelihara kemaluan agar jangan terlihat oleh siapa pun.11 
dari pandangan tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa menampakkan aurat 
itu adalah suatu hal yang diharamkan oleh Allah karena hal itu dapat 
mengarahkan pada perbuatan perziaan. begitupun makna kalimat “menjaga 
kemaluan” memilki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan penafsiran dari 
mufassir yang lain yaitu dimaksudkan agar aurat itu tidak dilihat oleh siapa pun 
karena berpeluang untuk menimbulkan nafsu bagi yang melihatnya sekalipun itu 
saudara dekat kecuali suami.  
Dari penjelasan beberapa tafsir di atas tentang aurat, maka ayat ini 
                                                                
11Shahih Tafsir Ibnu Katsir (Jakarta: pustaka Ibnu Katsir, 2007), h. 374. 
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didukung pula sabda Rasulullah yang menjelaskan tentang larangan untuk melihat 
aurat baik aurat laki-laki maupun aurat perempuan yang diriwayatkan oleh Abu 
Dawud.  Adapun hadis dalam kitab sunan Abu Dawud adalah sebagai berikut : 
 ِﺪْﯾَز ْﻦَﻋ ،َنﺎَﻤْﺜُﻋ ِﻦْﺑ ِكﺎ ﱠﺤ ﱠﻀﻟا ِﻦَﻋ ،ٍﻚْﯾَُﺪﻓ ِﻲَﺑأ ُﻦْﺑا َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ ،َﻢﯿِھاَﺮِْﺑإ ُﻦْﺑ ِﻦَﻤْﺣ ﱠﺮﻟا ُﺪْﺒَﻋ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ ِﻦْﺑ 
 ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ﱢِﻲﺒﱠﻨﻟا ِﻦَﻋ ،ِﮫِﯿَﺑأ ْﻦَﻋ ، ﱢيِرْﺪُﺨْﻟا ٍﺪﯿِﻌَﺳ ِﻲَﺑأ ِﻦْﺑ ِﻦَﻤْﺣ ﱠﺮﻟا ِﺪْﺒَﻋ ْﻦَﻋ ،ََﻢﻠَْﺳأ َلَﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو :
 َﻰِﻟإ ُﻞُﺟ ﱠﺮﻟا ﻲِﻀُْﻔﯾ َﻻَو ،َِةأْﺮَﻤْﻟا َِﺔﯾْﺮُﻋ َﻰِﻟإ َُةأْﺮَﻤْﻟا َﻻَو ،ِﻞُﺟ ﱠﺮﻟا َِﺔﯾْﺮُﻋ َﻰِﻟإ ُﻞُﺟ ﱠﺮﻟا ُُﺮﻈَْﻨﯾ َﻻ ِﻞُﺟ ﱠﺮﻟا
 ٍبَْﻮﺛ ِﻲﻓ َِةأْﺮَﻤْﻟا َﻰِﻟإ َُةأْﺮَﻤْﻟا ﻲِﻀُْﻔﺗ َﻻَو ،ٍﺪِﺣاَو ٍبَْﻮﺛ ِﻲﻓ12 
Artinya : 
Telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman bin Ibrahim berkata, telah 
menceritakan kepada kami Ibnu Abu Fudaik dari Adh-Dhahhak bin 
Utsman dari Zaid bin Aslam dari ‘Abdurrahman bin Abu Sa‘id Al Khudri 
dari Bapaknya dari Nabi saw, beliau bersabda: Seorang laki-laki tidak 
boleh untuk melihat aurat laki-laki lain, dan seorang wanita tidak boleh 
melihat aurat wanita yang lain. Seorang laki-laki tidak boleh tidur dengan 
laki-laki lain dalam satu selimut, dan seorang wanita tidak boleh tidur 
dengan wanita lain dalam satu selimut. 
Menurut Muhammad Ibn Sholih Bin Muhammad dalam kitabnya Syarh 
Riyaad al-Sholihiin, pelarangan melihat aurat laki-laki dan aurat perempuan 
dimaksudkan karena sifat setiap manusia berbeda-beda dalam memandang aurat, 
jangan sampai pada waktu tertentu timbul nafsu dari salah satunya. Sungguh 
Allah mengantisipasi terjadinya hal demikian.13 
Berkaitan dengan audio atau suara yang juga disebutkan dalam Undang-
undang Pornografi (UUP), ayat ini juga menjelaskan tentang hal tersebut (aurat 
                                                                
12Abu> Dawu>d Sulaima>n ibn al-Asy‘as}t ibn Isha>q ibn Basyi>r  al-Jista>ni>, Sunan Abu> Dawu>d 
(Baerut: Maktabah al-Isriyyah, t. th), h. 41. Lihat, Muslim ibn al-Hajja>j Abu> al-Husai>n al-Qusyairi> al-
Naisa>bu>ri>, Sahi>h Muslim (Baerut: Da>r Ihya>‘al-Tira>s} al-‘Arabi>, 1427 H), h. 266. Lihat, Abu> Bakr ibn 
Muhammad ibn Isha>q ibn Khuzai>mah ibn al-Mughi>rah, Sahi>h ibn Khuzai>mah (Baerut: Al-Maktabah 
al-Isla>mi>, t. th.), h. 40. 
13Muhammad Ibn Sholih Bin Muhammad,  Syarh Riyaad al-Sholihiin (Al-Riyaad: Daar Al-
Wutnii Linnasyri, 1426 H), h. 363. 
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yang tersembunyi). Dengan menyatakan dan disamping itu juga janganlah mereka 
melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian lelaki, misalnya dengan 
menghentakkan kaki mereka yang memakai gelang kaki atau  hiasan lainnya agar 
diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan yakni anggota tubuh mereka 
akibat suara yang lahir dari cara berjalan mereka itu, dan yang pada gilirannya 
merangsang mereka. Demikian juga janganlah mereka memakai wewangian yang 
dapat merangsang siapa saja yang ada disekitarnya.14 
Demikian juga dengan aurat laki-laki, dalam Islam juga sudah diberi 
batasan yang  jelas, yaitu dari pusar sampai lutut. Oleh karena itu, jika ada 
seorang laki-laki yang menampakkan anggota tubuhnya dari pusar sampai lutut 
maka ia sudah melanggar syariat Islam. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad 
disebutkan: "Sesungguhnya apa yang ada dibawah pusar sampai kedua lutut laki-
laki merupakan auratnya". 
Menurut M. Qurais Shihab di dalam tafsirnya menyatakan bahwa Al-
Qur’an dan As-Sunnah secara pasti melarang segala aktivitas aktif maupunpasif 
yang dilakukan seseorang bila diduga dapat menimbulkan rangsangan berahi 
kepada lawan jenisnya. Apapun bentuk aktivitas itu sampai-sampai suara gelang 
kaki pun dilarangnya bila dapat menimbulkan rangsangan kepada selain suami. 
Disini tidak ada tawar-menawar.15 
Salah satu cara berpakaian yang dicanangkan Islam adalah menutup aurat. 
Inilah fungsi pertama dan utama dalam berpakaian. Karena Islam memerintahkan 
umatnya untuk menutup auratnya dan tidak menampakkan auratnya yang dapat 
                                                                
14 M. Qurais Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol. 8,  h. 527. 
15 M. Qurais Shihab, Tafsir Al-Misbah,  Vol. 8, h. 534. 
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menimbulkan nafsu. 
Menurut Jalaluddin Rahmat, nafsu yang terdapat pada diri manusia dapat 
diartikan sebagai berikut : 
Nafsu adalah sumber energi yang menggerakkan tubuhnya untuk 
memelihara kemanusiaannya, Allah menciptakan berbagai penjagaan. 
Salah satu diantara penjagaan itu adalah akal. Dengan akalnya, manusia 
dapat tidak secara membuta, mengikuti hawa nafsunya. Bahkan dengan 
akalnya, ia dapat mengendalikan nafsu untuk meningkatkan kualitas 
hidupnya. Malu adalah penjagaan lain yang diberikan oleh Allah. Bila 
binatang dapat melakukan apa saja dalam situasi apa saja, maka manusia 
yang normalharus memperhitungkan situasi untuk melakukan suatu 
kegiatan. Manusia juga bukan hanya digerakkan oleh nafsu ia juga 
bertindak atas dasar rasa malu.16 
Dengan demikian, menonton adegan seksual tersebut (walaupun dalam 
bentuk VCD) tentulah terlarang secara syar'i dan haram hukumnya. Di sisi lain, 
hampir semua VCD porno yang beredar, pemain yang memperagakan aktifitas 
seksual itu bukanlah pasangan suami istri, sehingga dapat dikatakan pemain 
dalam VCD porno itu telah melakukan adegan zina yang dalam Islam terlarang 
secara syar'i dan memiliki sanksi hukum yang sangat keras. Dengan demikian, 
menyaksikan adengan berarti sama saja artinya dengan memberi legalitas 
terhadap aktivitas zina. Dan tentu hal ituberimplikasi dosa. 
Sehingga sangat wajar bila Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan 
fatwanya tentang pornografi yaitu menggambarkan, secara langsung atau tidak 
langsung, tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan suara, 
reklame, iklan, maupun ucapan, baik melalui media cetak maupun media 
elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram. 
Mengharamkan merupakan upaya untuk menutup pintu kejahatan. Jadi, 
dapat dikatakan bahwa hal-hal yang berkenaan dengan diumbarnya auratlah bisa 
                                                                
16Jalaluddin Rahmat, Islam Aktual, Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim (Cet. 
I;Bandung : Mizan, 1999 ) h. 261-262. 
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menimbulkan berbagai kejahatan pornografi yang lebih besar seperti perzinaan, 
hal itu dapat disebut sebagai upaya preventif (pencegahan). 
Berkaitan dengan upaya preventif dalam hukum Islam telah dijelaskan 
berdasarkan firman Allah Swt. dalam QSAl-Isra’/17: 32 berikut ini. 
             
Terjemahnya : 
Dan janganlah kamu mendekati zina Sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.17 
 
Dalam pengamatan sejumlah Al-Qur’an, ayat-ayat yang menggunakan 
kata “jangan mendekati” seperti ayat diatas, biasanya merupakan larangan 
mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa/nafsu untuk melakukannya. 
Hubungan seks seperti perzinaan maupun istri sedang haid, demikian pula 
perolehan harta secara batil, memiliki rangsngan yang sangat kuat, karena itu al-
Qur’an melarang mendekatinya.18 Memang, siapa yang berada disekeliling suatu 
jurang, ia dikhawatirkan terjerumus kedalamnya. Adapun pelanggaran yang tidak 
memiliki rangsangan yang kuat, biasanya larangan langsung tertuju kepada 
perbutan itu, bukan sekedar larangan mendekati. Karena perzinaan dapat 
menimbulkan faktor lain yang dapat mendorong membunuh anak-anak 
perempuan adalah kekhawatiran diperkosa atau berzina. Maka, lebih jauh ayat ini 
memerintahkan semua anggota masyarakat agar menghindari sebab-sebab yang 
dapat mengantarkan kea rah itu. 
Maka dari itu, para ahli ushul fiqih menetapkan kaidah sesuatu yang 
                                                                
17Kementerian  Agama Republik Indonesia,  Al-Qur’an dan Terjemahan,h. 227. 
18 M. Qurais Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol. 7,  h. 80 
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mengantar kepada yang haram itu adalah haram.19 Sebagaimana diketahui, Islam 
sangat melarang keras perilaku perzinaan (seks di luar nikah). Perzinaan disebut 
faahisah (perbuatan keji) dan sya’a sabiila (jalan yang sangat buruk). Karenanya 
jika Islam mengharamkan perzinaan, maka tentu ia mengharamkan segala 
pengantar dan perangsangnya. Dalam bahasa Al-Qur’an, segala yang dapat 
mendekatkan perzinaan (taqrabuzzina) maka hal itu adalah larangan keras untuk 
dilakukan. 
Dengan demikian, pornografi dalam segala bentuknya, adalah sesuatu 
terlarang (haram) dalam Islam. Keharaman pornografi ini sama dengan 
pengharaman terhadap perilaku-perilaku yang dapat menjadi pengantar dan 
perangsang kearah perzinaan lainnya seperti, tabarruj (memperlihatkan aurat 
dengan sengaja, menyingkap wajahnya dan menampakkan pakaian, perhiasan dan 
ucapan)20, berduaan dengan lawan jenis (khalwat) lagu-lagu jorok dan lain 
sebagainya. 
Dengan menggunakan kaca mata Islam, tidak akan ada debat dan 
kontroversi mengenai pornografi. Disengaja atau tidak, dapat merangsang atau 
tidak, bila aurat telah dipertontonkan (apalagi sangat vulgar) seperti dalam dalam 
gambar-gambar yang dipajang di tabloid-tabloid, maka keharaman itu masuk 
dalam kategori tabarruj yang dikecam keras dalam Islam. 
Sebagai konsekuensi dari keharaman pornografi dalam berbagai 
bentuknya, maka sesuai dengan prinsip Islam, bahwa dosa sesuatu yang haram 
                                                                
19Yusuf Qaradhawi, Al-Halal wa Al- Haram fi Al-Islam (Cet. I; Solo: Era Intermedia, 2000), 
h. 28. 
20Ma'ruf Ma'sum, Karakter Zhohir WaWa Sholihah(Cet. 1; Rembang: Ma’sum Press, 1995). 
h. 37 
21 
 
tidak hanya pada pelakunya saja, akan tetapi cakupannya meluas, meliputi semua 
pihak yang terlibat, baik secara moral maupun material. Semua menanggung dosa 
sesuai dengan kadar keterlibatannya. Maka, dengan demikian, pelaku pornografi, 
pembuat, agen, pengedar, penjual, pembeli, dan semua yang terlibat dalam 
lingkaran kemaksiatan pornografi ini akan menanggung dosa sesuai kadar 
keterlibatannya. 
b) Pengertian Pornografi Dalam Hukum Nasional  
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pornografi adalah 
penggambaran tingkah laku secara erotis (berkenaan dengan sensasi seks dan 
nafsu birahi) dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi, 
bahan yang dirancang dengan sengaja atau semata-mata untuk membangkitkan 
nafsu birahi dalam seks.21 
1) Pornografi Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 
Pornografi dalam KUHP,  pengaturannya  dibagi dalam  2  (dua)  
kelompok, yaitu dalam  Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap 
Kesusilaan, yang diatur dalam Pasal 281-296, dan  Buku III  tentang  Pelanggaran  
Kesusilaan diatur  dalam  Bab VI  Pasal  532-535.  
Kejahatan  kesusilaan  yang  diatur  dalam Pasal 281-296 KUHP meliputi 
perbuatan-perbuatan sebagai berikut: 
1. Melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281); 
                                                                
21Tim Penyusun , Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 
484. 
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2. Menyiarkan,  mempertunjukkan,  membuat,  menawarkan dan sebagainya  
tulisan,  gambar,  benda  yang  melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal 
282-283); 
3. Melakukan  zina,  perkosaan  dan  hal-hal  lain  yang  berhubungan  dengan 
melakukan  atau  menghubungkan/memudahkan  perbuatan  cabul  dan 
hubungan  seksual  (Pasal 284-296); 
Sementara  perbuatan-perbuatan  yang  termasuk  dalam “pelanggaran  
kesusilaan”  yang  diatur  dalam  Buku  III  KUHP (Pasal 532-535) yaitu tentang 
“mengungkapkan/mempertunjukkan  sesuatu  yang  bersifat porno (Pasal 532-
535).” 
Apabila  diamati  perbuatan-perbuatan  yang  diatur  dalam kejahatan  
kesusilaan  dan  pelanggaran  kesusilaan,  tidak  hanya bersinggungan dengan 
masalah seksualitas saja, tetapi juga hal-hal  lain  yang  berhubungan  dengan 
penyimpangan  kepatutan berperilaku  di  masyarakat,  seperti  mabuk,  aborsi, 
trafficking, perjudian,  penganiayaan  terhadap  hewan  dan  hal-hal  mistik. 
Pornografi merupakan salah satu bentuk delik kesusilaan dalam KUHP  yang  
diatur  dalam  Buku  II  Bab  XIV  tentang  Kejahatan terhadap Kesusilaan(Pasal 
282-283) dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532-533). 
2) Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran 
Perkembangan  teknologi  dan  informasi  telah  membawa implikasi  
terhadap  dunia  penyiaran,  termasuk  penyiaran di  Indonesia.  Penyiaran  
sebagai  penyalur  informasi  dan pembentuk  pendapat  umum,  peranannya  
makin  sangat strategis,  terutama  dalam  mengembangkan  alam  demokrasi. 
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Penyiaran  telah  menjadi  salah  satu  sarana  berkomunikasi  bagi masyarakat, 
lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah. 
Sayangnya,  dunia  penyiaran  tidak  saja  menginformasikan berita  yang  
positif  tetapi  juga  negatif,  salah  satunya  adalah pornografi. Bahkan, berbagai 
media saat ini sudah sampai pada taraf yang membahayakan. Medium pornografi 
ini berupa tabloid  panas,  internet,  VCD  atau  DVD  porno.  Tanpa  disadari, 
media-media  lainya,  baik  cetak  maupun  elektronik  juga  turut memberi  andil  
dalam  penyebaranya.  Media  tersebut  berupa surat kabar, majalah, televisi, 
bioskop, atau bahkan radio. Oleh karena itu, pemerintah membentuk Komisi 
Penyiaran Indonesia (KPI) yang beranggotakan 9 orang sebagai pengamalan UU 
No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. 
Dalam Undang-Undang Penyiaran tersebut, pasal 36 ayat 5 dijelaskan 
bahwa isi siaran dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, 
penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang. Pornografi jika dipahami dari 
pengertianya jelas merupakan apa yang dimaksud sebagai unsur cabul pada pasal 
tersebut, sehingga pelanggaran terhadap pasal tersebut dapat dikenai sanksi 
pidana.  
3) Pornografi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik 
Perkembangan  teknologi  komputer,  telekomunikasi dan informasi telah 
berjalan sedemikian rupa, dan telah mendorong pertumbuhan  bisnis  yang  pesat.  
Oleh  karena  itu  berbagai informasi  telah  dapat  disajikan  dengan  canggih  dan  
mudah diperoleh,  meski  melalui  jarak  jauh  dengan  memanfaatkan teknologi  
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telekomunikasi.22 Dalam  kenyataanya  perkembangan teknologi  informasi  
tersebut  telah  dibarengi  pula  hal-hal  yang mengandung unsur yang melanggar 
kesusilaan. 
Bahasan tentang pornografi dalam Undang-Undang No. 11  tahun  2008  
tentang  transaksi  elektronik,  tersirat  dalam  bab VII  pasal  27  ayat  1,  bahwa  
“Setiap  orang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau 
mentransmisikan  dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan  yang  melanggar 
kesusilaan”. 
4) Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang 
Pornografi 
Dalam  bab  I  pasal  1  Undang-Undang  RI  Nomor  44  tahun 2008 
tentang Pornografi dijelaskan bahwa Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, 
foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak  
tubuh,  dan  bentuk  pesan  lainnya  melalui  berbagai bentuk  media  komunikasi  
dan/atau  pertunjukan  di  muka umum,  yang  memuat  kecabulan  atau  
eksploitasi  seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.23 
Peran pemerintah dalam pencegahan pornografi terdapat dalam  bab  IV  
pasal 17 yang  berbunyi “Pemerintah  wajib  melakukan  pencegahan  pembuatan, 
penyebarluasan, dan penggunaan pornografi”. Untuk  melakukan  pencegahan  
sebagaimana  dimaksud pasal 17 tersebut Pemerintah berwenang melakukan: 
                                                                
22Niniek  Suparni, Cyberspace:  Problematika  Antisipasi  dan  Pengaturanya(Jakarta: Sinar 
Grafika, 2009), h.1. 
23 Niniek  Suparni, Cyberspace:  Problematika  Antisipasi  dan  Pengaturanya, h. 5. 
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a) Pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi 
atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet 
b) Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan 
penggunaan pornografi,  
c) Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari 
dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, 
penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. 
2. Penyebab Terjadinya Kejahatan Pornografi 
Adapun faktor-faktor utama penyebab terjadinya kejahatan pornografi 
menurut pengamatan penulis antara lain yaitu sebagai berikut : 
a. Life Style (Gaya Hidup) 
Arus globalisasi begitu cepat dan sangat kuat merasuk kedalam 
masyarakat terutama di kalangan anak muda. Dampak negatif globalisasi telah 
membuat banyak anak muda kita kehilangan kepribadiannya sebagai bangsa 
Indonesia.Fenomenaseperti ini telah merebak di daerah perkotaan terutama kota-
kota metropolitan seperti Makassaryang dampaknya sudah sangat jelas dirasakan, 
semua akses menuju kearah modernisasi semakin dipermudah misalnya 
banyaknya tempat-tempat hiburan malam yang dijadikan sebagai trend baru bagi 
anak-anak muda, dimana pakaian minim merupakan salah satu modal utama 
untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut. 
Faktor pengaruh budaya asing yang dipicu oleh reformasi 
dibidangfashionmenuntut adanya perubahan dari cara berpakaian yang tidak lagi 
sesuai dengan adat dan budaya ketimuran masuk ke Indonesia. Seakan dunia barat 
dijadikan sebagai kiblatmodernisasi khususnya bagi generasi muda saat 
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ini.Karena menurut Wilbert E. Moore seorang ahli sosiolog dari Universitas 
Harvard (26 Oktober 1914-29 Desember 1987) mengemukakan bahwa 
modernisasi adalah transformasi total kehidupan bersama dalam bidang teknologi 
dan organisasi soasial dari yang tradisional ke arah pola-pola ekonomis dan 
politis yang didahului oleh negara-negara barat yang stabil.24 
Maka dari itu tak heran jika dari cara berpakaian banyak remaja-remaja 
kita yang berdandan layaknya selebritis, pakaian minim yang memperlihatkan 
bagian tubuh yang seharusnya tidak diperlihatkan. 
Dan yang lebih parahnya lagi masyarakat kita saat ini sudah semakin 
terbuka, semakin berani berbicara dan mengungkapkan semua persoalan hidup 
mereka.Termasuk semua rahasia-rahasia pribadi mereka. Misalnya menceritakan 
kepada orang lain tentang adegan-adagan porno yang telah ia tonton sebelumnya. 
Kadang keberanian ini kebablasan karena tidak seorang atau sebuah instansi 
bahkan lembaga masyarakat yang mampu mencegah keberanian yang kebablasan 
itu. 
Jadi semua dapat diucapkan, dimana saja orang bisa mengucapkannya, 
serta tentang apa saja boleh diucapkan, boleh diceritakan. Termasuk hal-hal yang 
sangat sensitif dalam kehidupan moral, rumah tangga, dan pribadi seperti 
persoalan sekualitasnya. 
b. Ekonomi  
Keterbatasan lapangan kerja yang dapat mengakibatkan rendahnya 
ekonomi. sehingga memicu seseorang untuk melakukan kejahatan-kejahatan 
                                                                
24Wilbert E. Moore, Sociale Verandering Change, terj. Mustafa Amir: Perubahan Sosial 
(Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 129. 
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pornografi seperti pembuatan dan pengedaran VCD/DVD porno yang hasilnya 
sangat menjanjikan dan dapat mengubah keadaan ekonomi seseorang. Dengan 
imbalan yang tak seberapa besarnya dibandingkan dengan sebuah nama baik, 
keutuhan keluarga, dan kehormatan, banyak orang rela menjadi pengedar VCD 
porno ataupun menjadi pekerja seks komersial (pelacur).  
Tayangan porno ditinjau dari sisi usaha bidang jasa hiburan 
(entertainment) sangat menggiurkan. Karena biaya produksi bisa jauh lebih murah 
dibandingkan dengan tayangan-tayangan yang bersifat mendidik moral, modal 
utamanya cukup dengan wajah cantik atau ganteng ditambah dengan keberanian, 
body seksi dan pakaian yang serba mini. Jadi, kebanyakan dari mereka melakukan 
hal tersebut atas dasar keterpaksaan karena desakan ekonomi. 
Dengan demikian, menurut teori diatas, menurunnya perekonomian 
merupakan penyebab utama dari munculnya para pengusaha dan penikmat 
pornografi. Sebab pornografi ini, dipandang oleh mereka sebagai komoditas yang 
menjanjikan keuntungan besar dan disamping itu juga dianggap sebagai hiburan 
sekaligus menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 
c. Perkembangan Teknologi 
Kebebasan media dan pers yang menyertai era globalisasi, diantaranya 
menyebabkan materi-materi porno kian mudah didapatkan dan beredar di 
masyarakat. Media komunikasi internet yang bebas sensor menjadi lahan subur 
bagi perkembangan materi-materi porno.25 Kemudahan dan fasilitas seperti yang 
disediakan internet pun menjadikan sajian-sajian seksual di internet sangat 
variatif. Internet tidak hanya menampilkan materi porno dalam bentuk gambar-
                                                                
25Alex A. Rahim, Pornografi dalam Pers Indonesia, Sebuah Orientasi (Jakarta: Dewan Press, 
1977), h. 47. 
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gambar diam saja, tetapi ada juga yang menampilkan gambar bergerak lengkap 
dengan suaranya, potongan video klip dengan durasi pendek sampai yang 
panjang. 
Perkembangan teknologi yang sedemikian pesat telah membawa 
fenomena baru dalam dunia kejahatan, yaitu penyalahgunaan teknologi untuk 
melakukan kejahatan sehingga bentuk kejahatan yang ada menjadi makin variatif, 
salah satunya adalah pornografi pada media internet (Cyberporn). Dunia cyber 
dewasa ini telah demikian penuhnya dengan materi porno yang mengisi sekitar 
40% ruang di dunia maya.26 
Di Indonesia sendiri diperkirakan terdapat sekitar ratusan situs porno yang 
menyediakan beragam materi porno. Hal ini tentunya sangat meresahkan karena 
kemajuan teknologi ternyata tidak digunakan sebagai sarana positif untuk 
meningkatkan kualitas kehidupan, tetapi justru digunakan sebagai sarana negatif 
yang dapat membawa dampak negatif baik bagi individu mupun masyarakat luas. 
3. Dampak Yang Ditimbulkan Oleh Kejahatan Pornografi 
Ketika kita mendengarkan kata “dampak” atau “akibat” yang berkaitan 
dengan hal-hal yang berbau pornografi, otomatis arah pikiran kita langsung 
tertuju pada dampak “negatifnya”. Adapun akibat atau dampak negatif yang dapat 
ditimbulkan dari adanya kejahatan pornografi dapat dibagi menjadi dua, yaitu : 
a. Dampak Pornografi Bagi Individu 
Pornografi menjadi sebuah masalah tersendiri bagi peradaban modern. 
Dunia barat sendiri yang lama memproklamirkan kemajuan, dari segi moral 
seseorang telah dihancurkan oleh kekuatan pornografinya itu sendiri.  
                                                                
26BardahNawawi Arief, Pornografi-Pornoaksi & Cyberporn-Cybersex(Cet. II; Semarang: 
Pustaka Magister UNDIP, 2011), h. 20. 
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Secara tidak sadar hal itu merupakan dampak negatif yang dapat 
mengancam kehidupan seseorang sekaligus generasi muda bangsa ini. Jika dirinci 
satu per satu, dampak negatif yang ditimbulkan oleh pornografi diantaranya 
adalah :27 
Pertama, memberikan fatamorgana negatif dalam daya khayal seseorang 
yang berakibat mereka tersiksa dari sudut mental. Sebab utamanya adalah tidak 
adanya penyaluran. Sedangkan kita ketahui bersama, seks adalah kekuatan. Maka 
jika kekuatan ini tidak tersalur, bukan hal mustahil terjadi tindakan-tindakan yang 
keluar dari norma masyarakat dan agama. Yang lebih berbahaya jika fantasi seks 
ini menjadi sebuah beban mental. Jika ini terjadi, maka mereka menjadi sosok 
yang terbelakang dari segi mental. Mereka menjadi sosok manusia minder dan 
merasa terasingkan dari lingkungan sekitarnya. Akibat dari minder atau 
keterbelakangan mental ini di antaranya, (1) Memicu tindakan pemuasan seksual 
dengan diri sendiri yaitu mastrubasi atau onani; (2) Mendorong pemuasan seksual 
pada sosok yang tak berdaya pada lawan jenis. Hal ini terbukti, gencarnya 
pornografi dalam berbagai media, di mana-mana bermunculan kasus-kasus 
pemerkosaan anak kecil dan lebih sadis lagi munculnya berbagai kasus sodomi; 
dan (3) Memicu hubungan seks ekstramarital atau pemuasan hubungan seksual 
dengan anggota keluarga sendiri, baik kakak terhadap adik atau sebaliknya. 
Karena seks adalah kekuatan dan jika dorongan telah memuncak, bisa gelap mata 
sehingga tidak mampu mengidentifikasi siapa yang digauli. 
Kedua, mengganggu proses berpikir kreatif. Bagi remaja yang dalam usia 
sekolah memang seharusnya berpikir tentang studinya dan berusaha meraih 
                                                                
27Badiatul Muchlisin Asti, Gurita Pornografi Membelit Remaja (Cet. I; Grobogan: Oase 
Qalbu, 2011), h. 29. 
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prestasi sebaik-baiknya. Tapi bagi remaja yang terobsesi dengan pornografi akan 
sulit mengkonsentrasikan pikirannya pada belajar mengingat kemampuan daya 
ingatnya telah tercemari nafsu seksual. 
Ketiga, mendorong rasa ingin tahu lebih jauh hal-hal yang berifat porno. 
Mereka yang pernah melihat buku atau tayangan porno (blue film), perasaannya 
sangat bergejolak dan jika terus menerus akan memiliki keinginan atau rasa 
penasaran untuk melihat lebih “hebat” dari yang pernah ia lihat sebelumnya. 
Terutama bagi remaja yang tidak dilandasi pendidikan agama, akan lebih jauh 
lagi melangkah dan bukan hal mustahil pemuasannya pada lawan jenis. 
Keempat, menimbulkan sifat permisif. Seseorang yang sering melihat 
tayangan porno biasanya lebih agresif menarik lawan jenisnya untuk pemuasan 
nafsu. Akibatnya mereka telah terbiasa atau membiasakan diri bergandengan 
tangan, berpelukan, ciuman, dan meraba ke sana sini tanpa merasa berdosa 
bahkan mungkin akhirnya mereka justru merasa bangga dan merasa bahwa hal itu 
bagian dari “modernisasi”. Sikap seperti inilah yang disebut dengan permisif, 
serba boleh atau menghalalkan segala cara. 
Selain itu, secara rohani dan teologis dapat dikatakan bahwa pornografi 
akan merusak harkat dan martabat manusia sebagai citra sang Pencipta/Khalik 
yang telah menciptakan manusia dengan keluhuran seksualitas sebagai alat 
Pencipta untuk meneruskan generasi manusia dari waktu ke waktu dengan sehat 
dan terhormat. 
b. Dampak Pornografi Bagi Masyarakat 
Banyak  orang  mempermasalahkan  pornografi  hanya  karena  
aspekmoral,  yaitu  eksploitasiseks  yang  dijadikan  komoditi  haram  oleh  
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normaagama dan ‘tabu’ oleh masyarakat. Padahal, pornografi di dunia maya 
bukanhanya   soal   aspek   moral   saja,   namun   terdapat   banyak   fakta   
yangmemperlihatkan   bahwa   masalah   pornografi   ternyata   memiliki   
dampak negatifsecara medis, sosial, etika  atau moral. 
Dari sudut pandang medis, paling tidak pornografi dapat menyebabkan 
beberapa hal,  yaitu:  Kerusakan  otak,  penyimpangan  seksual,  penyebaran 
penyakit  menular, misalnya penyebaran  HIV-AIDS. Menurut  Dr.  Donald 
Hilton,  pornografi  yang  me muat  gambaran  tentang  eksploitasi  seks  dapat 
membuat    seseorang    kecanduan    dan    terdorong    untuk mengonsumsi 
pornografi  berulang-ulang. Kondisi  ini  secara  ilmu  syaraf  bila  tidak  segera 
diatasi akan merusak fungsi otak bagian depan, yaitu pre frontal cortex.28 
Padahal pre  frontal  cortex mempunyai  fungsi  yang  sangat  penting, 
yaitu  menjadi  eksekutif  otak,  yaitu  tempat  untuk  kontrol  diri,  mengambil 
keputusan, mengatur emosi, mengorganisasi, dan merencanakan. Pada orang 
biasa  mengonsumsi  pornografi, maka  kondisi pre frontal  cortex-nya  akan 
mengerut,  dan  tidak  dapat  menjalankan  fungsinya.  Ini  terjadi  karena rasa 
cemas dan rasa gelisahnya karena sesungguhnya hati nuraninya tahu bahwa 
mengonsumsi  pornografi  adalah  sesuatu  yang  dilarang  secara  norma.  Rasa 
cemas  ini  secara  bersamaan  bertempur  dengan  rasa  terlalu  senang  akibat 
melihat   pornografi.   Pertempuran   ini   terjadi   berulang-ulang   sehingga 
menumpulkan  fungsi pre  frontal  cortex,  dan  secara  fisik  ia  kemudian 
mengerut. 
                                                                
28 Azimah Soebagijo, dkk.,  Ayo Ajak Teman-teman kita Sadari Bahaya Pornografi (Jakarta: 
Kementrian Negara Pemuda dan Olahraga, 2009), h. 29 
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Dilihat dari dampak sosialnya, kejahatan pornografi yaitu pernah terjadi 
pemerkosaan dan pembunuhan terhadap orang lain yang dilakukan seorang laki-
laki terhadap temannya, mahasiswi IPB Bogor (1994) sepulang mereka menonton 
film porno. Pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan orang lain (bukan 
keluarga sedarah, atau semenda) juga dilakukan oleh seorang pembantu laki-laki 
yang masih muda terhadap putri  majikannya, seorang mahasiswi kedokteran gigi 
di Jakarta setelah pembantu tersebut membaca dan melihat gambar pornografi, 
dan banyak kasus-kasus serupa lainnya yang dimuat dalam media cetak maupun 
ditayangkan dalam televisi-televisi.29 
Dari segi etika atau moral, pornografi akan merusak tatanan norma-norma 
dalam masyarakat, merusak keserasian hidup dan keluarga dan masyarakat pada 
umumnya dan merusak nilai-nilai luhur dalam kehidupan manusia seperti nilai 
kasih, kesetiaan, cinta, keadilan, dan kejujuran. Nilai-nilai tersebut sangat 
dibutuhkan masyarakat sehingga tercipta dan terjamin hubungan yang sehat 
dalam masyarakat. Masyarakat yang sakit dalam nilai-nilai dan norma-norma, 
akan mengalami kemerosotan kultural dan akhimya akan runtuh. 
 
B. Sanksi Kejahatan Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum 
Nasional 
1. Sanksi kejahatan Pornografi dalam Hukum Islam 
Dalam hukum Islam, kejahatan (jarimah/jinayat)didefinisikan sebagai 
larangan-larangan hukum yang diberikan oleh Allah SWT. Yang pelanggarannya 
membawa hukuman yang ditentukannya. Larangan hukuman berarti melakukan 
                                                                
29Sita Aripurnami, Pornografi Dalam Perspektif Perempuan (Cet.I; Jakarta: I IND-HILL, 
1997 ), h. 146-147 
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perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak 
diperintahkan dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya 
dilarang oleh syariat. Dengan kata lain, melakukan (commission)atau tak 
melakukan (omission)suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang 
ditentukan oleh syariat adalah kejahatan.30 
Pornografi dalam Islam merupakan suatu bentuk pelanggaran yang 
menyalahi nilai dan norma yang telah diatur di dalamnya. Islam lebih mengenal 
pornografi dengan istilah aurat. Yang mana aurat tersebut seharusnya tertutup 
dari pandangan siapapun yang melihatnya, tetapi pada kenyataannya menjadi hal 
yang biasa untuk diperlihatkan.  
Menurut Islam, seperti difatwakan Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 
Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 22 Agustus 2001, 
berdasarkan Q.S.Al-Isra ayat 32 kita dilarang mendekati zina , An-Nur ayat 30-
31mengatur tentang cara bergaul, memelihara kehormatan, dan batas aurat, Al-
Ahzab ayat 59 mengatur tentang aurat kaum perempuan mukminah, dan Al-
Maidah ayat 32 tentang kewajiban saling menolong dalam mengerjakan 
kebajikan da takwa, dan larangan melakukan tolong menolong dalam melakukan 
perbuatan dosa dan pelanggaran, maka batasan pornografi menurut hukum Islam 
sudah jelas.31 
Ajaran agama Islam menjelaskan bahwasannya memperlihatkan aurat 
adalah suatu perbuatan yang mengarah pada terjadinya zina. Dan zina itu secara 
tegas dilarang dalam Islam. 
                                                                
30Topo Santoso, Membumikan hukum Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda 
(Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2003),  h. 57. 
31Neng Djubaedah, Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum  Islam, h. 139. 
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Islam menganggap pornografi adalah segala sesuatu yng mengantarkan 
pada suatu perbuatan zina. Maka sebagaiupaya repesif (penanggulangan) dari 
perbuatan zina sendiri Allah SWT menetapkan hukuman yang sangat berat bagi 
si pelaku maupun calon pelaku agar timbul rasa jera. Seperti yang dijelaskan 
dalam QS. Al-Nur/24 : 2 sebagai berikut: 
                         
              
 
Terjemahnya : 
Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka cambuklah 
tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas 
kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama 
Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah 
(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang 
yang beriman.32 
 
Ayat diatas mengandung ketetapan yang bersifat pasti, yaitu dapat 
diterapkannya hukuman cambuk bagi pelaku zina bila terbukti sesuai dengan 
syarat-syaratnya. Hukuman ini dilaksanakan tanpa ada belas kasihan yang dapat 
menjatuhkan ketetapan agama Allah.  Dengan tujuan untuk memberi pelajaran 
bagi semua pihak yang melihat dan mendengarnya. 
Oleh sebab itu, dalam menetapkan hukum mengenai melihat gambar dan 
film porno ini, batasan yang akan digunakan adalah batasan yang ditetapkan 
dalam fikih Islam mengenai aurat laki-laki dan perempuan. Mengenai batas-batas 
aurat, laki-laki dan perempuan, itu sendiri memang terjadi perbedaan pendapat di 
kalangan ulama. Namun, secara umum pendapat yang dipegang oleh mayoritas 
                                                                
32 Kementerian Agama Republik Indonesia,  Al-Qur’an dan Terjemahan, h.350. 
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(jumhur) ulama menyatakan bahwa batas aurat laki-laki adalah antara pusar dan 
lutut; sedangkan aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak 
tangan. 
Selain hukuman cambuk, yang dapt diterapkan juga hukuman rajam. 
Hukuman rajam adalah hukuman dilakukan dengan cara seorang pelaku zina 
dikubur setengah badan dalam keadaan hidup kemudian dilempari kepalanya 
hingga mati. Cara menghukum seperti ini tidak dilakukan kecuali dalam kasus 
yang sangat tercela dan hanya bila penerima hukuman benar-benar terbukti 
dengan teramat meyakinkan melakukan sebuah larangan yang berat. 
Hukuman rajam khusus diperuntukkan bagi pezina al-muhshan (yang 
sudah menikah dengan sah) karena ia telah menikah dan tahu cara menjaga 
kehormatannya dari kemaluan yang haram dan dia tidak butuh dengan kemaluan 
yang diharamkan itu. Juga ia sendiri dapat melindungi dirinya dari ancaman 
hukuman zina. Dengan demikian, udzurnya (alasan yang sesuai syara’) 
terbantahkan dari semua sisi. Dia telah mendapatkan kenikmatan sempurna. 
Orang yang telah mendapatkan kenikmatan sempurna lalu masih berbuat kriminal 
maka kejahatannya (jinayahnya) lebih keji, sehingga ia berhak mendapatkan 
tambahan siksaaan. 
Bukan hanya zina, kasus  lainnya yang termasuk kejahatan pornografi 
yaitu menyebarkannya seperti penyedia situs, yang menggandakan CD, producer 
film, sinetron, dan lain sebagainya, dalam pandangan syariah berarti telah 
melakukan tindakan pidana. 
Kasus semacam itu dalam sistem pidana Islam termasuk dalam ta’zir. Jika 
terbukti maka bentuk dan kadar sanksinya diserahkan kepada ijtihad qadhi bisa 
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dalam bentuk tasyhir (diekspos), dipenjara, dicambuk dan bentuk sanksi lain yang 
dibenarkan oleh syari’at.  
Pada zaman Rasulullah ada seorang lelaki yang pernah memperkosa 
mayat yang baru dikubur. Menurut An-Nawawi, hubungan seksual dengan orang 
yang sudah meninggal dunia tidak dijatuhi hukuman had tetapi ta'zir.33Menurut 
Imam Malik yang dikutip Syarbini Khatib, hukuman bagi orang yang melakukan 
hubungan seksual dengan orang yang sudah meninggal dijatuhi hukuman had. 
Menurut Abu Hanifah, orang yang melakukan hubungan seksual dengan orang 
yang telah meninggal dunia dijatuhi hukuman had. 
Dalam contoh kasus tersebut, pelaku kejahatan tidak hanya melakukan 
hubungan seksual dengan mayat semata, tetapi telah didahului oleh kejahatan 
lain, yaitu melakukan pembunuhan terlebih dahulu, baru melakukan hubungan 
seksual dengan orang yang telah dibunuh atau mayat tersebut. Maka, dalam 
menentukan sanksi terhadap pelaku tersebut, hendaknya tidak hanya karena 
pembunuhan saja, tetapi harus disertakan hukuman karena perzinaan atau 
pemerkosaan, karena tujuan utama dari pelaku setelah menonton VCD porno 
adalah bukan untuk melakukan pembunuhan, tetapi perzinaan atau pemerkosaan 
untuk mencapai kepuasan seksualnya yang tidak terkendali.34 
Namun tentu saja hukuman itu akan membebaskan yang bersangkutan 
dari adzab akhirat bila pelakunya benar-benar mengakui dosanya. Sedangkan 
yang menyaksikan beratnya pelaksanaan hukuman terhadap zina, akan mencegah 
                                                                
33Haliman, Hukum Pidana Syari’at Islam, Menurut Adjaran Ahlus Sunnah (Cet.1 ;Jakarta: 
Bulan Bintang, 1971), h. 392 
34Abdul Wahid dan Muhammad Irfan,Perlindungan Terhadap korban Kekerasan seksual 
(Advokasi Atas Hak Asasi manusia),(Cet. 1 ; Bandung : Refika : 2001), h. 66-67 
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terulangnya zina pada orang lain dan tegaknya hukum Allah akan membawa 
keberkahan bagi kehidupan masyarakat disekitarnya. 
Sehingga semua kasus zina di Indonesia ini, tidak ada satu pun yang bisa 
diterapkan hukum rajam, sebab secara formal pemerintah negara ini tidak 
memberlakukan hukum Islam. Tentu saja perbuatan itu tetap harus 
dipertanggungjawabkan di mahkamah tertinggi di alam akhirat nanti. Baik si 
pelaku zina maupun si penguasa yang tidak menjalankan hukum Allah. 
2. Sanksi kejahatan Pornografi dalam Hukum Nasional 
Keberadaan aturan baik yang bersifat formal maupun non formal yang 
berlaku di masyarakat, merupakan suatu kebutuhan yang cukup mendasar, karena 
adanya aturan yang melindungi kepentingan-kepentingan individu maupun 
kelompok dari berbagai gangguan akibat kejahatan yang dapat merugikan 
individu maupun kelompok tersebut. Suatu kenyataan bahwa di dalam pergaulan 
hidup manusia, individu, maupun kelompok Sering terjadi penyimpangan-
penyimpangan terhadap norma-norma perilaku terutama norma hukum.  
Dalam pergaulan, penyimpangan norma ini di rebut dengan 
kejahatan.35Dimana norma-norma kesusilaan itu berpijak pada tujuan 
menjagakeseimbangan batin dalam hal kesopanan setiap orang dalam pergaulan 
hidup sesamanya dalam lingkungan masyarakat. Kemudian nilai-nilai  kesusilaan 
yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat dapat mencerminkan sifat dari 
karakter dari suatu lingkungan masyarakat bahkan suatu bangsa. Patokan patut 
atau tidaknya suatu perbuatan, dianggap menyerang atau tidak terhadapa 
kepentingan hukum mengenai rasa kesusilaan tidak semata mata bersifat 
                                                                
35Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan acara Pidana selanjutnya disebut dengan 
acara pidana (Cet. I; Jakart: Ghalia Indonesia, 1986), h.51. 
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individual, tetapi ada juga nilai-nilai yang bersifat universal.36 Misalnya 
kejahatan-kejahatan pornografi dilingkungan masyarakat. 
Salah satu kejahatan yang sering terjadi bahkan merupakan fenomena 
umum adalah kejahatan asusila dan pelecehan seksual. Kejahatan kesusilaan               
(moral offenses) dan kekerasan seksual (sexual harassement) merupakan dua 
bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum 
nasional tetapi juga merupakan masalah hukum semua Negara di dunia atau 
merupakan masalah global.37 
Dalam perspektif hukum nasional (Indonesia), kejahatan pornografi dapat 
dikategorikan sebagai tindak pidana. Maka, sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku 
adalah sanksi pidana yang terdapat didalam Undang-undang Hukum Pidana 
(KUHP) dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UUP). 
Hukum pidana pada dasarnya berisi norma hukum tentang larangan dan 
keharusan, disertasi dengan ancaman pidana barang siapa melanggar larangan 
tersebut dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, delik dan peristiwa 
pidana dan terhadap pelanggaran bisa diberikan sanksi pidana berupa pidana yang 
disediakan oleh Undang-undang. 
Upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dengan upaya perlindungan masyarakat. Oleh karena itu dapat 
dikatakan bahwa tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan 
masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.38 
                                                                
36Adami Chazawi, Tindak Pidana Pornografi, ed. Maya Sari dan Desi Marliani Listianingsih, 
h. 5. 
37Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi (Cet.I ; Bandung : Eresco, 1988) 
h. 103. 
38D.Soejono, Sosio Kriminologi (Cet.I; Bandung : Alumni, 1976 ), h. 158. 
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Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana bertujuan untuk mencegah 
dilakukannya kejahatan atau tindak pidana yang sama di masa yang akan datang, 
serta untuk menegakkan norma hukum. Namun demikian, dilaksanakannya 
pemidanaan harus tetap menghindari ketidakadilan (injustice) dengan menetapkan 
batas pemidanaan (the limit of sentencing) dan bobot pemidanaan (the level of 
sentencing). 
Ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana pornografi diatur dalam 
Undang-undang pornografi maupun dalam KUHP. Ada dua jenis sanksi bagi 
pelaku tindak pidana pornografi yaitu pidana penjara dan pidana denda. Untuk 
tindak pidana pornografi, pidana penjara paling rendah adalah 6 ( enam ) bulan 
dan paling tinggi adalah 12  (dua belas) tahun. Sedangkan untuk pidana denda 
ancaman paling rendahnya adalah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta 
rupiah) dan paling tinggi adalah Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah). Jadi 
hanya ada dua alternatif tindak pidana dalam tindak pidana ini. 
Adapun sanksi pidana bagi pelaku kejahatan/tindak pidana pornografi 
yang diatur di dalam UUP adalah sebagia berikut:39 
Pasal 29 
Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, 
menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, 
memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 
(enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling 
sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). 
 
Pasal 30 
Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan 
                                                                
39Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, (Cet. II ; 
Surabaya: Kesindo Utomo),h. 11-13 
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dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 
 
Pasal 31 
Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) 
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar 
rupiah). 
 
Pasal 32 
Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, 
memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana 
denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 
 
Pasal 33 
Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan 
paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 
(tujuh miliar lima ratus juta rupiah). 
 
Pasal 34 
Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek 
atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
 
Pasal 35 
Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang 
mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua 
belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). 
 
Pasal 36 
Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau 
di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, 
persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
 
Pasal 37 
Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama 
dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 
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32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum 
ancaman pidananya. 
Pasal 38 
Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, 
menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk 
atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun 
dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh 
juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 
Oleh karenanya, besaran pidana denda sebaiknya disamakan dengan 
pidana ganti kerugian, yakni akan dihitung berdasarkan dampak kejahatan yang 
dialami korbannya atau masyarakat. Semakin besar nilai kerugian materiil akan 
semakin besar pidana denda yang hendak dijatuhkan kepada pelanggar. Apabila 
ditetapkan sebelumnya seperti ketentuan Pasal 4 ayat (1) pidana yang hendak 
dijatuhkan bisa sama padahal perbuatan pidana yang sama belum tentu 
menimbulkan dampak kerugian yang sama, umumnya berbeda-beda, maka pidana 
denda juga berbeda-beda sesuai nilai kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan 
pidana. 
Sanksi lainnya terkait dengan kejahatan pornografi terdapat juga dalam 
KUHP pasal 282  sebagai berikut : 
 
“ Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka 
umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahuilainnya 
melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, 
dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, 
gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, 
meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, 
ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan 
surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa 
diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun 6 bulan 
atau pidana denda paling tinggi 40.000 rupiah”.40 
Meski tidak secara eksplisit mendefinisikan pornografi, namun rujukan 
                                                                
40Soesilo, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap 
pasal demi pasal(Cet. X ; Bogor: Politeia-Bogor.1996), h. 205 
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hukum  inilah yang dipakai hakim dan aparat hukum lainnya di Indonesia sejak 
tahun 50-an hingga saat ini dalam memutuskan perkara pornografi”. 
Namun demikian, permasalahan pornografi tidak cukup diatasi dengan 
berkonsentrasi pada ancaman pidana yang akan diterapkan. Penanganan 
permasalahan tersebut merupakan salah satu pilar penting dalam memerangi 
tindak pidana pornografi. Penanganan yang komprehensif, mulai dari penguatan 
pendidikan dan pengetahuan dalam diri individu dan masyarakat, penegakkan 
hukum, dan reformasi aparat penegak hukum merupakan kunci keberhasilan 
dalam memerangi dan menangani permasalahan yang berkaitan dengan tindak 
pidana kesusilaan. 
 
C. Pencegahan Kejahatan Pornografi Dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang 
Pornografi (UUP) 
Pornografi kini sudah menjadi sesuatu yang tidak ditabukan lagi. Padahal, 
ia sudah jelas-jelas mengakibatkan banyak kerusakan di tengah-tengah 
masyarakat. Fenomena seks bebas adalah salah satu buktinya. Pornografi memang 
memberikan dampak bagi merajalelanya seks bebas di negeri ini. Dalam hasil 
penelitiannya ia menyatakan, “Pornografi mempunyai dampak terhadap perilaku 
bebas yang dilakukan remaja. Perilaku seksual yang dilakukan remaja berawal 
dari rasa terangsang akibat melihat gambar atau adegan pornografi. 
Padahal dampak dari pornografi sendiri memberikan yang sangat buruk 
dalam kehidupan masyarakat baik secara psikologi, sosial, etis, maupun teologis 
yang juga dapat meningkatkan tindak criminal di bidang seksual. Pornografi juga 
merusak norma- norma dalam masyarakat, merusak keserasian hidup masyarakat. 
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Harus ada usaha bersama seluruh masyarakat melawan pornografi supaya tidak 
semakin jauh menjerumuskan kita kepada pengingkaran akan hakikat kita sebagai 
manusia yang dikaruniai segala sesuatu oleh sang Pencipta, termasuk seksualitas 
untuk tugas dan tujuan mulia, yaitu menciptakan generasi manusia secara 
berkelanjutan dengan keadaan sehat jasmani dan rohani, jiwa dan raga. 
Menurut Topo Santoro, SH, Direktur Pusat Studi Peradilan Pidana 
Indonesia (PSPPI), mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) tidak terdapat   apa pun  tentang arti atau definisi pornografi, namun 
hanya memberikan norma dan sanksi pelanggarnya. 
Karena kelemahan yang ada di KUHP tersebut, sehingga pada tahun 2008 
diundangkanlah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 
(UUP). Sebagai landasan filosofi dari (UUP)  tersebut sebagaimana ditegaskan di 
dalam Konsideran UUP adalah bahwa negara Indonesia adalah negara hukum 
yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, 
akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga 
negara. 
Dimana pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin 
berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan 
sosial masyarakat Indonesia, sehingga dibentuklah Undang-undang Nomor 44 
Tahun 2008 Tentang Pornografi (UUP). 
Obyek pornografi menurut UUP lebih luas dari objek pornografi menurut 
KUHP. Dalam pasal 283, 534, dan 535 KUHP menyebut tiga, yaitu tulisan, 
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gambar, dan benda. Termasuk benda ialah alat untuk mencegah dan 
menggugurkan kehamilan. Objek pornografi menurut UUP telah diperluas 
sedemikian rupa seperti pada pasal 1 UUP yang menjelaskan tentang bentuk-
bentuk pornografi di awal bab. 
Bentuk-bentuk tersebut harus dapat dideteksi oleh panca indera manusia, 
yaitu dapat dilihat, didengar dan dirasa. Sehingga menjadi suatu stimulus, baik 
yang menyebabkan ataupun tidak menyebabkan, bangkitnya gairah seksual dalam 
jangka waktu tertentu. Melalui media atau sarana komunikasi yang terdiri atas 
telepon, handphone, e-mail, dan lain-lain yang mempunyai fungsi komunikasi; 
Bentuk-bentuk ini menjelaskan bahwa setiap alat komunikasi yang didapat 
digunakan sebagai media atau sarana yang mengandung pornografi yang dapat 
dilihat, dibaca, didengar dan dirasakan oleh orang lain melalui pertunjukan di 
muka umum seperti televisi, radio, internet, film, koran, majalah, spanduk, 
pamflet, dan lain-lain yang berfungsi sebagai pertunjukkan dan dapat dinikmati 
oleh siapa pun. 
Yang dimaksud pada media ini adalah suatu sarana atau media yang dapat 
dengan jelas dan nyata disaksikan oleh orang lain selain pelaku. Dimana yang 
dimaksud dengan “dimuka umum” tersebut adalah baik yang menyaksikan satu 
orang atau lebih atau pronografi tersebut berada di wilayah yang seharusnya 
pelaku mengetahui sebagai tempat yang sering dilalui oleh orang lain selain 
pelaku. Misalnya toilet umum dan pasar. 
Obyek pornografi menurut UUP lebih luas, dikatakan pornografi harus 
menampilkan sifat-sifat yang cabul dan/atau erotis.41 Cabul dan erotis memiliki 
                                                                
41Adami Chazawi, Tindak Pidana Pornografi, ed. Maya Sari dan Desi Marliani Listianingsih, 
h. 117. 
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makna yang berbeda. Perbuatan cabul tidak menimbulkan rangsangan birahi dua 
arah, cabul hanya menimbulkan rangsangan birahi satu arah yaitu pada diri 
pelaku. Misalnya seorang kakek mencabuli anak kecil. Maka si kakek yang 
memiliki rangsangan birahi, sedangkan si anak kecil tidak.Sehingga perkataan 
cabul bisa disepadankan dengan kata “tidak senonoh” atau tidak sopan menurut 
kesusilaan. 
Sedangkan erotis mengakibatkan munculnya rangsangan birahi pada orang 
yang memperhatikannya. Hal ini berlaku universal, artinya tidak pada spesifik 
golongan umur dan status. Seorang seniman bisa saja tidak terangsang dengan 
sesuatu erotisme, namun seorang pelajar SMA, pada umumnya, pasti terangsang 
dengan erotisme. 
Sehingga menjadi tidak etis bila erotisme dipandang hanya dari sudut 
seniman atau kelompok tertentu, karena erotisme berlaku universal dan umum. 
Sehingga harus diujikan kepada beberapa golongan usia dan golongan status di 
masyarakat. 
Maka dari itu, Pemerintah harus menertibkan media dan pelaku pornografi 
melalui konstitusi dan kesadaran produsen. Kiranya media perlu membatasi diri 
agar tidak mendukung arus pornografi. Usaha lain yang penting adalah 
pemblokiran Cyber-porn melalui kebijakan konstitusi negara, atau usaha pribadi, 
khususnya keluarga. Cyber-porn merupakan tekanan pornografi yang paling kuat 
dan paling mudah bagi mereka yang punya saluran Internet. Tetapi yang paling 
penting adalah pengendalian diri konsumen terhadap informasi yang terkait 
dengan pornografi. Tanpa pengendalian diri ini, upaya konstitusi apapun tidak 
akan bermanfaat. 
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Sesuai dengan kandungan isi dari pasal 17 UUP Pemerintah mempunyai 
peran yang sangat penting. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan 
pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Untuk 
melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah 
berwenang : 
 
1. Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk 
pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui 
internet; 
2. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan 
penggunaan pornografi; dan 
3. Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam 
maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan 
penggunaan pornografi.42 
 
Merebaknya pomografi adalah merebaknya kemaksiatan dan 
kemungkaran. Bila dibiarkan pornografi akan merusak moralitas bangsa, 
masyarakat, terutama generasi muda. Maka, solusi alternatif yang bisa dilakukan 
oleh kaum muslimin adalah dengan terus menerus tanpa kenal lelah selalu 
menggiatkan gerakan dakwah dan amar makruf nahi munkar untuk memerangi 
pornografi. 
Maka dari itu menurut penulis pribadi, Islam merupakan salah satu solusi 
dalam mengatasi pornografi, dikatakan demikian karena Pornografi yang 
memiliki berbagai akses negatif itu tentu tidak akan muncul apalagi berkembang 
biak apabila sebab-sebabnya ditiadakan.  
Menurut penulis bahwa frustasi ekonomi lah yang menjadi sebab terbesar 
maraknya pornografi dibandingkan dengan sebab atau faktor-faktor yang lainnya, 
ternyata hanya hidup di dalam sistem ekonomi selain Islam. Apabila sistem 
                                                                
42Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, h. 7 
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ekonomi Islam betul-betul diterapkan, maka akan dapat diminimalisir  terjadinya 
frustasi ekonomi. 
Lewat mekanismenya yang khas, sistem ekonomi Islam akan mampu 
mewujudkan rakyat yang lebih sejahtera dan makmur, jauh melebihi dari yang 
bisa diwujudkan oleh sistem-sistem ekonomi lainnya. 
Dengan kemakmuran dan kesejahteraan yang berhasil diwujudkan oleh 
sistem ekonomi Islam, tentu tidak terjadi frustasi ekonomi sehingga masyarakat 
pun tidak akan sampai hati membisniskan pornografi dengan alasan 
mempertahankan hidup. Namun meski begitu, masih tetap ada potensi orang-
orang akan membisniskan pornografi, bila hanya sistem ekonomi Islam saja yang 
diterapkan.  
Walhasil, sistem hukum pidana Islam pun harus juga diterapkan, sebab 
sistem hukum Islam tidak akan menolerir munculnya bisnis-bisnis di bidang 
keharaman dan akan memberikan sanksi yang berat bagi siapapun yang 
melanggar ketentuan tersebut. 
Solusi tuntas mengenai pencegahan yang sekaligus berimplikasi pada 
proses pembarantasan kejahatan pornografi nantinya sangat tergantung pada 
penghilangan akar masalahnya. Sudah sangat jelas, akar permasalahan maraknya 
pornografi dan pornoaksi adalah sistem sekuler-liberal itu sendiri. Oleh karena 
itu, jika masalah ini ingin dituntaskan, sistemnya harus diganti. Tegakkan syariah 
dan khilafah. 
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D. Kerangka Konseptual  
Berikut bagan yang menyangkut tentang kerangka konseptual dalam 
penelitian terkait judul di atas : 
 
 
 
 
 
UNDANG-UNDANG NOMOR  44 TAHUN 2008 
TENTANG PORNOGRAFI (UUP) 
FAKTOR PENDUKUNG 
 INTERNAL 
 EKSTERNAL 
FAKTORPENGHAMBAT 
 INTERNAL 
 EKSTERNAL 
PERAN PEMERINTAH DALAM 
MENCEGAH KEJAHATAN PORNOGRAFI 
PASAL 17 UUP 
TUJUAN 
MENGURANGI ANGKA 
KEJAHATAN PORNOGRAFI DARI 
TAHUN KE TAHUN 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan 
ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk 
mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 
menganalisanya. 
1. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini  penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field 
research), dengan fokus kajian pendekatan yuridis-empiris. Yang dimaksud 
dengan pendekatan yuridis adalah suatu cara yang digunakan dalam suatu 
penelitian yang mempergunakan peraturan perundang-undangan guna 
meninjau, melihat, serta menganalisa permasalahan. Sedangkan metode 
pendekatan empiris adalah kerangka pembuktian atau pengujian untuk 
memastikan suatu kebenaran antara apa yang dikatakan undang –undang 
dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. 
2. Lokasi Penelitian 
Sesuai dengan permasalahan penelitian ini, maka yang menjadi lokasi 
penelitian ini yaitu Polsek Panakkukang yang merupakan salah satu lembaga 
yang berwenang dalam upaya pencegahan kejahatan pornografi di kota 
Makassar. 
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B. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan. Teknik pendekatan 
yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah : 
a. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang digunakan dengan cara 
menyoroti masalah dari sudut pandang normatif atau peraturan-peraturan 
yang berlaku. 
b. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang digunakan dengan cara 
menyoroti fakta-fakta yang terjadi dalam realita dengan cara meneliti data-
data primer. Data-data primer diperoleh melalui beberapa cara yaitu 
pengambilan data di Polsek Panakkukang, dan wawancara. 
 
C. Sumber Data  
Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bukti yang 
ditemukan dari hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar kajian atau pendapat. 
Nah, dari data tersebut kemudian diolah sehingga dapat diutarakan dengan jelas 
dan tepat, sehingga kemudian dapat dimengerti oleh orang lain yang tidak 
mengalami langsung kasus-kasus yang terkait dengan judul diatas, hal ini 
dinamakan deskripsi. Adapun sumber data yang penulis gunakan adalah sebagai 
berikut : 
a. Data primer 
Di dalam penelitian ini, data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari 
hasil wawancara peneliti baik dengan informan. Dalam penelitian ini yang 
bertindak sebagai informan adalah Polisi (pemerintah)  Polsek Panakukkang 
kota Makassar. 
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b. Data sekunder 
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari catatan, buku, majalah, artikel, 
dan sebagainya. Data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak 
langsung memberikan data pada pengumpul data. 
 
D. Populasi dan sampel 
1. populasi 
Populasi adalah seluruh obyek yang dapat memberikan informasi mengenai 
hal-hal yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh lembaga 
kepolisian sektor kecamatan yang ada di kota Makassar (polsek). Adapun 
jumlah Polsek yanga ada di kota Makassar berjumlah 14 Polsek dari 14 
kecamatan.  
2. Sampel 
Sampel adalah sebagian dari populasi atau kelompok kecil yang akan diamati 
sebagai wakil dari jumlah populasi. Maka sampel dalam penelitian ini ditarik 
secara purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan 
pertimbangan tertentu. Penelitian Artinya pertimbangan tersebut dianggap 
sebagai modal utama untuk memperlancar jalannya proses penelitian. 
Sehingga peneliti memilih lokasi penelitian di Polsek Panakkukang. Adapun 
pertimbangan berdasarkan hasil observasi peneliti yaitu karena terdapat 
beberapa kelurahan yang dianggap memiliki jumlah kejahatan tertinggi di 
wilayah hukum Polek Panakkukang, Polsek Panakkukang merupakan satu-
satunya Polsek yang menerapkan sistem pelayanan terpadu di kota Makassar, 
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dan Polsek Panakkukang memiliki pengalaman lebih dalam menangani 
kejahatan d kota Makassar selama ini. 
 
E. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti 
untuk mengungkap atau menjaring informasi dari informan sesuai lingkup 
penelitian. 
Dalam upaya mengakuratkan data penelitian, penulis menggunakan 
metode sebagai berikut : 
1. Observasi, yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan secara 
sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. 
Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui ada atau tidaknya kasus kejahatan pornografi yang pernah 
ditangani oleh polsek Panakkukang dan data mengenai kasus yang 
sudah pernah di rilis. 
2. Wawancara, yaitu melakukan tanya-jawab dengan pihak-pihak yang 
berhubungan dengan masalah penelitian yaitu narasumber/informan 
(beberapa perangkat kepolisian sektor Panakkukang) yang dianggap 
memegang peranan penting dalam pencegahan kejahatan pornografi . 
3. Dokumentasi, yaitu metode yang dilakukan dengan cara melihat atau 
menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau 
oleh orang lain. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk 
surat-surat, catatan harian, laporan,  foto, dan sebagainya. 
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F. Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan alat (instrumen) 
pengumpul data utama, karena peneliti adalah manusia dan hanya manusia yang 
dapat berhubungan dengan responden atau objyek lainnya, serta mampu 
memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, peneliti juga 
berperan serta dalam pengamatan atau participant observation.1Sedangkan 
Nasution menjelaskan bahwa tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia 
sebagai instrumen penelitian utama dalam penelitian kualitatif, karena segala 
sesuatunya belum mempunyai kepastian dan masih perlu dikembangkan lebih 
lanjut. Sehingga hanya peneliti itu sendiri yang dapat dijadikan sebagai alat untuk 
mencapainya.2 
Selain peneliti sendiri sebagai alat penelitian, peneliti juga menggunakan 
beberapa alat lainnya yaitu tape recorder untuk merekam hasil awancara, alat tulis 
juga untuk mencatat hasil wawancara, serta pedoman wawancara yang telah 
peneliti sediakan sebelumnya agar informasi yang peneliti inginkan dapat tercapai 
dengan lancar. 
 
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara 
mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 
melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan 
                                                                
1Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 9. 
2Nasution, Metode Research, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 55. 
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yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 
diri sendiri maupun orang lain.3 
Maka dari itu dalam penulisan skripsi ini, data yang diperoleh 
dikumpulkan secara primer dan sekunder, lalu dianalisis secara mendalam. 
Selanjutnya dituangkan secara deskriptif kualitatif yakni membandingkan data 
primer dan data sekunder, lalu diklasifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun 
secara sistematis, sehingga diperoleh suatu pengetahuan. 
 
 
 
 
                                                                
3Sugiyono,Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R&D (Cet. VI; Bandung: Alfabet, 2009), 
h. 244. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Kondisi Geografis kota Makassar 
Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan 
jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam provinsi di Sulawesi, dari 
wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah 
utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah kota Makassar 
berada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan 
ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Kota Makassar 
merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0-5 derajat ke arah barat, 
diapit dua muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota 
dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota. Jadi, Luas wilayah kota 
Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km2 daratan dan termasuk 
11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 
km2.1 
Jumlah kecamatan di kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan memiliki 
143 kelurahan. Diantara kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang 
berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, 
Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya. 
 
                                                                
1Pemerintah Kota Makassar, “Geografis Kota Makassar”, Official Website Pemerintah Kota 
Makassar, http://makassarkota.go.id/110-geografiskotamakassar.html(20 Januari 2017). 
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2. Kondisi Demografi  Polsek Panakkukang 
Penelitian dilaksanakan di Kepolisian Sektor (Polsek) Panakkukang, Jalan 
Pengayoman No.19a, Kecamatan Panakkukang, Makassar. Polsek Panakkukang 
sendiri memiliki wilayah hukum seluas 17,05 km². 
Luas wilayah hukum Polsek Panakkukang sekitar 17, 05 km² yang didiami 
oleh penduduk sebanyak 142.577 Jiwa yang terbagi atas Laki-laki 70.724 Jiwa 
dan Perempuan 71.853 Jiwa. Wilayah hukum dari Polsek Panakkukang terdiri 
dari 11 kelurahan, yaitu : 
a. Kelurahan Paropo  =  1,94 km² 
b. Kelurahan Karampuang =  1,46 km² 
c. Kelurahan Pandang  =  1,16 km 
d. Kelurahan Masale  =  1,32 km² 
e. Kelurahan Tamamaung =  1,27 km² 
f. Kelurahan Karuwisi  =  0,85 km² 
g. Kelurahan Sirinjali  =  0,17 km² 
h. Kelurahan Karuwisi Utara = 1,72 km² 
i. Kelurahan Pampang  =  2,63 km² 
j. Kelurahan Panaikang  =  2,35 km² 
k. Kelurahan Tello Baru  =  2,16 km² 
Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Panakkukang adalah sebagai 
berikut: 
1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tallo 
2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tamalanrea 
3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rappocini 
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4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Makassar 
Luas wilayah hukum polsek panakkukang sekitar 17,05 km2  yang didiami 
oleh penduduk sebanyak 142.577 jiwa dari 11 kelurahan. Rinciannya yaitu 
sebagai berikut : 
Tabel 1 
 Jumlah Penduduk di Kecamatan Panakkukang 
 
NO KELURAHAN 
JENIS KELAMIN 
JUMLAH 
LAKI-LAKI PEREMPUAN 
1 Paropo 7,851 8,212 16,063 
2 Karampuang 5,523 5,303 10,826 
3 Pandang 5,206 5,587 10,793 
4 Masale 5,265 5,750 11,015 
5 Tamamaung 13,425 13,400 26,825 
6 Karuwisi 5,191 5,584 10,775 
7 Sinrijala 2,101 2,305 4,406 
8 Karuwisi utara 4,041 4,118 8,159 
9 Pampang 8,328 8,481 16,809 
10 Panaikang 8,012 7,824 15,836 
11 Tello baru 5,781 5,289 11,070 
JUMLAH 70,724 71,853 142,577 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 10 Desember 2011 
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B. Realita Kejahatan Pornografi di Kota Makassar 
Berdasarkan data yang dirilis di Polsek Panakkukang pada tahun 2014-
2016 menunjukkan bahwa tingkat kejahatan pornografidi kota Makassar terus 
mengalami peningkatan setiap tahunnya. Adapun datanya adalah sebagai berikut : 
 
Tabel 2 
Jumlah Kejahatan Pornografi di Polsek Panakkukang  
2014-2016 
 
No Tahun Laporan Masuk Selesai 
1 2014 25 21 
2 2015 23 19 
3 2016 30 25 
 
Jumlah 78 65 
Sumber : Polsek Panakkukang, 20 Desember 2016 
Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa, kasus kejahatan pornografi yang 
pada tahun 2014 terdapat  25 laporan yang masuk dan 21 kasus yang dapat 
diselesaikan. Pada tahun 2015 sempat mengalami penurunan kasus, yaitu terdapat  
23  laporan yang masuk dan 19 kasus yang dapat diselesaikan. Pada tahun 2016  
kembali mengalami peningkatan yang sangat drastis, yaitu terdapat 30 laporan 
yang masuk dan 25 kasus yang dapat diselesaikan.  
Kemudian dari data tersebut, terdapat juga data yang menunjukkan rincian 
bentuk-bentuk kejahatan pornografi dikota Makassar, yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 3 
Bentuk-bentuk Kejahatan Pornografi di Kota Makassar 
2014-2016 
 
No Tahun 
Jenis kejahatan 
VCD/DVD 
Pornografi 
Warnet/internet 
Pornografi 
Gambar/video 
Pornografi (HP) 
Laporan 
Masuk 
1 2014 5 8 11 25 
2 2015 3 3 17 23 
3 
Juni 
2016 
5 - 25 30 
 
Jumlah 13 11 53 78 
Sumber: Polsek Panakkukang, 20 Desember 2016 
Beradasarkan tabel data diatas dapat diketahui bahwa ditahun 2014, dari 
25 laporan kasus yang masuk, terdapat 5 kasus kejahatan pornografi berbentuk 
VCD/DVD porno, 8 kasus berbentuk warnet /internet porno, 11 kasus berbentuk 
gambar/video porno. Pada tahun 2015, dari 23 laporan kasus yang masuk, 
terdapat 3 kasus kejahatan pornografi berbentuk VCD/DVD porno, 3 kasus 
berbentuk warnet /internet porno, 17 kasus berbentuk gambar/video porno. Pada 
tahun 2016, dari 30 laporan kasus yang masuk, terdapat 25 kasus kejahatan 
pornografi berbentuk VCD/DVD porno, 5 kasus berbentuk gambar/video porno. 
Penurunan dan peningkatan kasus-kasus diatas menandakan bahwa upaya 
pelaksanaan pencegahan kejahatan pornografi di kota Makassar belum bisa 
dikatakan efektif. Karena terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh pihak 
kepolisian dalam upaya mencegah kejahatan pornografi di kota Makassar. 
Seperti kata Muhammad Warpa selaku Kanit Reskrim Polsek 
Panakkukang, peningkatan jumlah kasus yang terjadi pada tahu 2014-2016 
disebabkan oleh meningkatnya kemajuan teknologi yang semakin mudah untuk 
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didapatkan dan digunakan untuk hal-hal yang diinginkan oleh penggunnya, 
seperti warnet sebagai tempat untuk menonton atau melihat konten pornografi 
melalui internet maupun melalui handphone milik pribadi.2 
 
C. Efektivitas Pelaksanaan  Pencegahan Kejahatan Pornografi di Kota Makassar 
Pada umumnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam 
mencapai suatu tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya 
sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Soerjono 
Soekanto, efektivitas adalah tolak ukur dalam menilai efektif  tidaknya suatu 
peraturan atau penegakan hukum serta upaya-upaya di dalam masyarakat, ketika 
kita ingin mengetahui maka kita harus memperhatikan sejauh mana upaya-upaya 
pemerintah dalam melaksanakan pencegahan kejahatan Khususnya kejahatan 
pornografi di kota Makassar ini sesuai dengan perintah Pasal 17 Undang-undang 
Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. 
Pornografi adalah segala sesuatu yang menjadi penyebab meningkatnya 
birahi seseorang untuk melakukan dan memuaskan nafsu seksualnya berupa 
konten-konten yang melanggar asusila seperti gambar-gambar ketelanjangan, 
video porno, siaran/film semi seks, dll.3 
Kejahatan pornografi merupakan upaya  untuk menampilkan sesuatu yang  
bermuatan pornografi yang dipandang  bertentangan dengan nilai moral dan rasa 
kesusilaan masyarakat. Karena, sifat pornografi yang hanya menampilkan 
                                                                
2 Muh. Warpa, Kanit  Reskrim, wawancara,Polsek Panakkukang,  6 Januari 2017. 
3 Dodik Susianto, Kapolsek, wawancara,Polsek Panakkukang, 22 Desember 2016. 
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sensualitas, seks dan eksploitasi tubuh manusia ini dinilai masih sangat tabu oleh 
masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai moral dan agama.  
Ditinjau dari segi sosiologis, tindakan kejahatan/kriminalitas disebabkan 
tidak adanya integrasi yang harmonis antara lembaga-lembaga kemasyarakatan 
sehingga masing-masing individu mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri 
dengan macam-macam hubungan sosial. Gejala problema sosial mengakibatkan 
hubungan-hubungan sosial terganggu dan menimbulkan kegoyahan dalam 
kehidupan kelompok.4 
Menurut Muhammad Warpa (Kanit Reskrim Polsek Panakkukang)  
menambahkan bahwa sebab-sebab  terjadinya  tindakan  kejahatan/kriminal 
tersebut diantaranya disebabkan oleh :5 
1) Disharmoni  keluarga  (broken  home),  karena  keluarga adalah  tempat  yang 
primer dalam pembentukan pribadi seorang  anak,  maka  kehilangan 
keharmonisan itu akan  mempunyai  pengaruh  yang  destruktif  bagi 
perkembangan  seorang  anak.  Terutama  anak  yang berada  dalam  proses  
mencari  identitas  diri,  sebab ketidakharmonisan  tersebut  bagi  anak  dirasa  
sebagai hal yang membingungkan sehingga mereka kehilangan tempat 
berpijak dan pegangan hidup.     
2) Pendidikan  yang  salah.  Dalam  hal  ini  disebabkan karena  dua  hal,  
pertama:  over  proteksi  dari  orang  tua, maksudnya karena merasa bersalah 
tidak bisa mengurus anak  sebab  kesibukanya  maka  selalu  memenuhi apa  
yang  diinginkan  oleh  anaknya  sehingga  anaknya bersikap  semaunya,  
                                                                
4 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar(Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas 
Indonesia, 1969),  h.282. 
5 Muh. Warpa  (Kanit  Reskrim Polsek Panakkukang), wawancara,  6 Januari 2017. 
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egois  dan  melakukan  tindakan-tindakan  yang  tidal  wajar  yang  kadang-
kadang  sering bertentangan  dengan  norma  kesusilaan  dan  hukum. Kedua:  
persoalan  sense  of  value  kurang  ditanamkan oleh  orang  tua,  seperti  nilai-
nilai  norma  kehidupan/masyarakat, norma religius dan sebagainya. 
3) Terjepitnya  generasi  muda  antara  norma-norma  lama dengan  norma-
norma  baru,  menyebabkan  anak-anak tidak mempunyai pegangan untuk 
menilai semua sikap dan  tingkah  laku  sebab  semuanya  serta  relatif  dan 
kabur.  Sementara  bimbingan  orang  tua  sangat  kurang atau  bahkan  tidak  
ada  sama  sekali.  Akibatnya  banyak. 
Terkait dengan upaya pencegahan kejahata pornografi, Muhammad Warpa 
(Kanit Reskrim Polsek Panakkukang)menambahkan,terdapat tiga lingkungan 
yang harus dibenahi dalam upaya pencegahan kejahatan pornografi, adapun tiga 
lingkungan yang dimaksud adalah sebagai berikut:6 
a. Keluarga 
 Kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang 
vital bagi pendidikan seorang anak. Ia merupakan wadah pembentukan pribadi 
anggota keluarga terutama untuk anak-anak yang sedang mengalami pertumbuhan 
fisik dan rohani. Lingkungan keluarga secara potensial dapat membentuk pribadi 
anak atau seseorang untuk hidup secara lebih bertanggung jawab. Namun, jika 
usaha pendidikan dalam keluarga itu gagal, akan terbentuk seorang anak yang 
cenderung melakukan tindakan kenakalan  dalam  masyarakat  dan  sering  
menjurus  kepada tindakan kejahatan atau kriminal. 
 
                                                                
6 Muh. Warpa, Kanit  Reskrim, wawancara,Polsek Panakkukang,  6 Januari 2017. 
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b. Sekolah 
Sekolah  merupakan  tempat  pendidikan  formal  yang mempunyai  
peranan  untuk  mengembangkan  kepribadian anak  sesuai  dengan  kemampuan  
dan  pengetahuanya untuk melaksanakan tugas di masyarakat. Tujuan ini dapat 
berhasil  jika  guru  dapat  mendorong  dan  mengarahkan murid  untuk  belajar  
mengembangkan  kreatifitas pengetahuan  ketrampilanya.  Artinya  antara  guru  
dan murid  ada  hubungan  yang  baik  dan  saling  mempercayai untuk belajar 
bersama. Namun jika yang terjadi sebaliknya, murid-murid  tidak  memiliki  
semangat  belajar  maka timbullah  mode  membolos,  santai-santai,  mengganggu 
orang  lain  (biasanya  tergabung  dalam  geng)  dan  dengan kenakalanya tidak 
jarang melakukan tindakan kriminal.  
c. Masyarakat 
Karena  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi berkembang  sangat  
pesat,  sehingga  membawa  perubahan yang  sangat  berarti  dalam  masyarakat,  
namun  juga membawa  permasalahan  yang  mengejutkan.  Akibatnya norma-
norma  sosio-kulttural  yang  ada  direlatifkan, mengarah oada cara berfikir yang 
desakralisasi, profanisasi, sehingga  menimbulkan  disorganisasi, cultural-lag, 
patologi social, dan mental disorder. 
Disorganisasi adalah proses  memudarnya  atau  melemahnya  norma-
norma dan nilai-nilai dalam masyarakat akibat perubahan sosial. Cultural  lag  
adalah  adanya pertumbuhan  kebudayaan  yang  tidak  dalam  kecepatan  yang  
sama  secara keseluruhan, ada yang tumbuh cepat tetapi juga ada yang lambat. 
Patologi sosial ditandai dengan adanya konflik-konflik batin antar individu   atau   
kelompok,   tidak   dapat   menciptakan   suatu   hidup   yang harmonis,  terdapat  
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“kevakuman”  spiritual  (batin). Dimana sebab utama dari mental disorder adalah 
adanya proses modernisasi yang  terlalu  cepat,  sehingga  orang  sulit  untuk  
mengadakan  penyesuaian diri  dengan  perubahan  baru.   
Dalam  melakukan  pencegahan  kejahatan pornografi di Kota Makassar, 
pihak yang terlibat langsung adalah beberapa perangkat Polsek Panakkukang.  
Beberapa  upaya  yang dilakukan Polsek Panakkukang, di antaranya :  
1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi, bimbingan, dan penyuluhan tentang 
pornografi kepada masyarakat, khususnya pelajar tingkat SLTP dan SLTA 
secara insidentil. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman 
kepada pelajar tentang dampak dan bahaya pornografi, sehingga mereka 
terhindar dari hal-hal yang berbau porno dan masa depan mereka terjaga dari 
kebutuhanya.7 
2. Melakukan kerjasama dengan pihak sekolah/Perguruan Tinggi dan 
masyarakat melaui seminar atau dialog dengan mahasiswa atau masyarakat, 
karena sebenarnya masalah pornografi menjadi tanggung jawab menyeluruh 
semua komponen. Dan  Sekolah/Perguruan  Tinggi  merupakan  salah  satu 
lingkungan  yang  strategis  untuk  mensosialisasikan  suatu ilmu atau suatu 
pesan moral kepada masyarakat.8 
3. Melaksanakan operasi/razia ke cafe-cafe, tempat hiburan, warnet, toko-toko 
VCD/DVD, hotel, penginapan, atau tempat hiburan lainya yang 
dimungkinkan digunakan tempat asusila. Biasanya untuk menarik pengunjung 
                                                                
7 Muh. Warpa, Kanit Reskrim, wawancara, Polsek Panakkukang, 6 Januari 2017. 
8 Muh. Warpa, Kanit Reskrim, wawancara, Polsek Panakkukang, 6 Januari 2017.  
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para pengusaha tersebut menyisipkan hal-hal yang mengarah pada tindakan 
pornografi, sehingga usahanya bisa lancar.9 
Selain upaya diatas, terdapat upaya pencegahan kejahatan pornografi 
berdasarkan pasal 17 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi. 
Menurut Muh. Warpa (Kanit Reskrim Polsek Panakkukang) ada perintah 
Undang-undang yang sudah dilakukan oleh polsek Panakkukang dan ada juga 
yang belum, diantaranya adalah : 
 
1. Pemblokiran situs-situs porno sudah kami lakukan, namun untuk situs porno 
milik negara-negara maju seperti Amerika dan Jepang sangat sulit untuk 
diblokir secara total. Hari ini kami blokir, besok bisa diakses kembali. Karena 
mereka mempunyai sistem  proteksi website yang lebih canggih daripada 
Indonesia. Kami dari pihak Polsek Panakkukang bersama pihak Polrestabes 
langsung berkoordinasi dengan pihak Subdit CYBER CRYME MABES 
POLRI untuk melakukan upaya tersebut.10 
2. Pengawasan belum pernah kami lakukan selama ini. Karena di Makassar 
sendiri yang kami ketahui belum ada industri atau pabrik yang dapat 
menciptakan alat-alat pornografi seperti layaknya di daerah jawa. Alat-alat 
tersebut misalnya alat kontrasepsi, patung-patung anatomi, pakaian-pakaian 
semi porno juga termasuk alat, pabrik VCD/DVD juga belum ada.11 
3. Koordinasi antar Polsek se-Kota Makassar maupun dengan Polrestabes sering 
kami lakukan guna melancarkan upaya pencegahan kejahatan pornografi di 
dalam negeri. Tetapi koordinasi dengan pihak luar negeri kami tidak pernah 
melakukan itu, karena itu bukan wewenang kami melainkan wewenang 
POLRI.12 
 
Jadi, dari beberapa hasil wawancara diatas kemudian dibandingkan 
dengan tingkat kejahatan pornografi berdasarkan  data yang dirilis oleh pihak 
Polsek Panakkukang di awal pembahasan bab ini, maka upaya pelaksanaan 
pencegahan kejahatan pornografi di kota Makassar khususnya wilayah hukum 
                                                                
9 Muh. Warpa, Kanit Reskrim, wawancara, Polsek Panakkukang, 6 Januari 2017.  
10Muh. Warpa, Kanit Reskrim, wawancara, Polsek Panakkukang, 6 Januari 2017. 
11Muh. Warpa, Kanit Reskrim, wawancara, Polsek Panakkukang, 6 Januari 2017. 
12 Muh. Warpa, Kanit Reskrim, wawancara, Polsek Panakkukang, 6 Januari 2017. 
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Polsek Panakakkukang dapat dikatakan belum berjalan secara efektif. karena 
jumlah kejatahn pornografi setiap tahunnya mengalami peningkatan, sedangkan 
upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak mengalami 
peningkatan dari segi teknis. Hal itu terjadi karena pihak kepolisian menemui  
beberapa hambatan yang menyebabkan upaya-upaya pencegahan kejahatan 
pornografi selama ini berjalan tidak efektif. 
 
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pencegahan Kejahatan 
Pornografi di Kota Makassar 
1. Faktor pendukung 
Menurut IBDA Andi Sultan Yusuf (Panit 1 Reskrim), Sebenarya terkait 
dengan segala upaya untuk melakukan pencegahan kejahatan,  telah  banyak  
faktor  pendukung  yang  dapat dijadikan   acuan   untuk   lebih   meningkatkan  
dan memberdayakan supaya lebih maksimal. Adapun faktor pendukung 
pelaksanaan kejahatan pornografi dapat dibagi dua yaitu faktor internal dan faktor 
eksternal. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut : 
a. Pendukung Internal  
Berdasarkan penjelasan dari IBDA Andi Sultan Yusuf (Panit 1 Reskrim 
Polsek Pankkukang), dalam upaya pencegahan kejahatan pornografi terdapat 
beberapa faktor pendukung internal, yaitu : 
1) Adanya regulasi khusus  
Selain hanya KUHP, terdapat regulasi khusus berupa Undang-undang Nomor 
44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang merupakan alat baru bagi kami untk 
bisa lebih leluasa dalam melakukan berbagai upaya pencegahan kejahatan 
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pornografi di kota Makassar. Undang-undang yang mengatur tentang 
pornografi lainnya adalah Undang-undang  Nomor  40 Tahun  1999  tentang  
Pers,  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2002 tentang Penyiaran,  Undang-
Undang   Nomor 23 Tahun 2002tentang  Perlindungan Anak, Undang-undang 
Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).13 
2) Koordinasi dengan badan kepolisian lain 
Pelaksanaan sosialisasi  merupakan kegiatan rutin setiap tiga bulan sekali, 
yang mana sosialisasi tersebut sering dirangkaikan dengan pelaksanaan razia 
diberbagai tempat-tempat hiburan, sekolah, penginapan atau hotel. Tentunya 
dalam melaksanakan sosialisasi dan razia tersebut tidak langsung terjun ke 
lapangan, melainkan harus ada kerjasama antar lembaga kepolisian lainnya 
yang ada di kota Makassar. Belum lagi harus ada surat izin dari Polrestabes 
terkait dengan penentuan jadwal pelaksanaan sosialisasi dan razia. Namun 
selama ini tidak ada kendala yang siknifikan mengenai koordinasi antar 
lembaga kepolisian di kota makassar misalnya koordinasi dengan Polrestabes, 
Polsek Rapocini, Polsek Mamajang, Polsek Manggala, dll. sehingga 
pelaksanaan di lapangan pun berjalan dengan lancar.14 
b. Pendukung Eksternal 
Faktor pendukung lainnya yang berasal dari luar dalam upaya pencegahan 
kejahatan pornografi di Kota Makassar yaitu adanya dukungan dari tempat 
sosialisasi atau razia yang dituju. Setiap kali melaksanakan sosialisasi, justru 
pihak sekolah yang mengundang pihak kepolisian untuk mengadakan sosialisasi 
                                                                
13IBDA Andi Sultan, Panit 1 Reskrim, wawancara, Polsek Panakkukang, 13 Januari 2017. 
14IBDA Andi Sultan, Panit 1 Reskrim, wawancara, Polsek Panakkukang, 13 Januari 2017.. 
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dibeberapa sekolah yang ada di kota Makassar. Dengan cara seperti itu akan lebih 
mempermudah pihak kepolisian khususnya Polsek Panakkukang untuk 
melaksanakan upaya pencegahan kejahatan pornografi di kota Makassar.15 
Dari kedua faktor pendukung diatas, IBDA Andi Sultan Yusuf (Panit 1 
Reskrim Polsek Panakkukang), mengatakan bahwa, ternyata faktor pendukung 
masih kurang maksimal dalam mendukung upaya pencegahan kejahatan 
pornografi di kota Makassar. Namun kedua faktor pendukung diatas perlu untuk 
dipertahankan sebagai mmodal utama untuk melaksanakan upaya pencegahan 
berbagai bentuk kejahan di kota Makassar. Seharusnya ada faktor pendukung lain 
yang bisa lebih diandalkan dalam upaya pencegahan kejahatan pornografi di kota 
Makassar, seperti pendanaan yang memadai, adanya ahli TI disetiap Polsek yang 
ada di kota Makassar, dan tentunya hal itu membutuhkan perhatian lebih dari 
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam memfasilitasi seluruh 
perangkat penegak hukum khususnya kepolisian diseluruh Indonesia.16 
2. Faktor Penghambat 
Dalam  melakukan upaya pencegahan kejahatan pornografi di Kota 
Makassar masih menghadapi hambatan-hambatan yang berarti, sehingga   
mengakibatkan   tindakan  tersebut tidak   berjalan secara maksimal. 
Terdapat beberapa  hambatan yang ditemui  dalam  melakukan tindakan   
pencegahan   kejahatan pornografi di  Kota  Makassar, faktor hambatan tersebut 
adalah : 
a. Hambatan internal 
                                                                
15IBDA Andi Sultan, Panit 1 Reskrim, wawancara, Polsek Panakkukang, 13 Januari 2017.. 
16IBDA Andi Sultan, Panit 1 Reskrim, wawancara, Polsek Panakkukang, 13 Januari 2017. 
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Hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari dalam lembaga 
kepolisian dalam upaya pencegahan kejahatan pornografi yang menyebabkan 
kurang maksimalnya upaya tersebut, hamabatan internal tersebut antara lain 
sebagai berikut : 
1) Keterbatasan dana 
Dalam upaya pelaksanaan pencegahan kejahatan pornografi pasti 
membutuhkan biaya yang tidak sedikit, demikian pula biaya untuk 
melaksanakan sosialisasi maupun razia yang dilaksanakan oleh Polsek 
Panakkukang terhadap kegiatan tersebut juga membutuhkan biaya yang besar. 
Misalnya untuk biaya transportasi, perlengkapan, pembbekasan perkara, dan 
biaya untuk mendatangkan saksi ahli. Sementara dana yang diperoleh untuk 
upaya pencegahan ini dirasa belum cukup atau masih kurang.17 
2) Rendahnya sumber daya manusia (SDM) 
Kendala selanjutnya yang dihadapi oleh Polsek Panakkukang dalam hal ini 
dalam upaya pencegahan kejahatan pornografi adalah kurangnya kemampuan 
atau kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Polsek 
Panakkukang. Khususnya dibidang Teknologi Informasi (TI), kesulitan atau 
kendala tersebut diantaranya terjadi pada saat pembuatan berkas perkara dan 
dalam pengumpulan alat bukti serta pemblokiran situs-situs porno di media 
internet. Banyak hal yang kurang atau bahkan diketahui atau dikuasai oleh 
aparat kepolisian Polsek Panakkukang dengan Teknologi Informasi.18 
 
                                                                
17IBDA Andi Sultan, Panit 1 Reskrim, wawancara, Polsek Panakkukang, 13 Januari 2017. 
18IBDA Andi Sultan, Panit 1 Reskrim, wawancara, Polsek Panakkukang, 13 Januari 2017.. 
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b. Hambatan eksternal 
Hambatan eksternal adalah hambatan dari luar lembaga kepolisian 
khususnya Polsek Panakkukang yang kurang mendukung atau bahkan 
menghambat upaya pencegahan kejahatan pornografi di kota Makassar. Menurut 
IBDA Andi Sultan (Panit 1 Reskrim Polsek Panakkukang) hambatan eksternal 
tersebut anatara lain adalah : 
1) Pemilik warnet kurang sadar  
Hambatan eksternal yang berasal dari pemilik warnet yang kurang sadar akan 
bahaya pornografi. Belum semua pemilik warnet mengerti dan menyadari 
pengaruh negatif pornografi dalam media internet, khususnya film porno 
terhadap kehidupan sosial bagi anak di bawah umur termasuk pelajar dan 
mahasiswa sehingga pemilik warnet tidak atau kurang bertanggung jawab 
terhadap dampak yang ditimbulkan oleh usaha warnet miliknya. Yang penting 
bagi mereka adalah bagaimana cara menarik konsumen atau pengunjung 
sebanyak mungkin dan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.19 
2) Penerbitan izin usaha warnet 
Hambatan selanjutnya berasal dari instansi penerbit usaha warnet yaitu dinas 
perizinan, belum ada pengawasan khusus dari dinas perizinan terhadap warnet 
dan hanya menerbitkan izin saja tanpa memperhatikan dampak dari warnet 
tersebut.20 
 
 
                                                                
19 IBDA Andi Sultan, Panit 1 Reskrim, wawancara, Polsek Panakkukang, 13 Januari 2017.. 
20IBDA Andi Sultan, Panit 1 Reskrim, wawancara, Polsek Panakkukang, 13 Januari 2017.. 
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3) Respon dari masyarakat 
Kendala   atau   hambatan   juga   berasal   dari   warga masyarakat,  sering  
kali  terdapat   pandangan   negatif   dari masyarakat yang mengatakan bahwa  
aparat kepolisian, termasuk Polsek Panakkukang, hanya mencari-cari 
kesalahan termasuk  dalam  razia  warnet, hotel, toko-toko VCD/DVD terkait  
kejahatan pornografi,  tanggapan  pro  dan   kontra  dari warga masyarakat  
pasti  selalu  ada  dalam  rangka  pelaksanaan  tugas penegakan  hukum  oleh  
kepolisian  dan  hal  ini  sudah  menjadi resiko tugas kepolisian. Namun yang  
pasti  tujuan pelaksanaan razia  terhadap  beberapa  warnet  dikota Makassar 
adalah untuk  menyelamatkan  generasi  yang  akan  datang  dari pengaruh 
negatif pornografi.21 
Dari beberapa penjelasan hambatan pencegahan kejahatan pornografi 
diatas, maka upaya yang dilakukan oleh polsek panakkukang untuk mengatasi 
hambatan-hambatan di atas adalah sebagai berikut : 
a. Upaya mengatasi hambatan internal 
1) Untuk mengatasi kendala  yang  berupa keterbatasan danayang sering dialami 
oleh aparat kepolisian dalam melakukan upaya pencegahan kejahatan 
pornografi, Polsek Panakkukang menerapkan sistem anggaran berbasis 
kinerja, dengan penerapan sistem ini maka aparat kepolisian akan 
memperoleh dana sesuai dengan kinerja  atau  sesuai  dengan  kebutuhan 
dalam melakukan operasi penaggulangan kejahatan yang dilakukannya.22 
                                                                
21IBDA Andi Sultan, Panit 1 Reskrim, wawancara, Polsek Panakkukang, 13 Januari 2017.. 
22 Muhammad Tang, Wakapolsek, wawancara, Polsek Panakkukang,  18 Januari 2017. 
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2) Untuk  mengatasi  kendala  berupa  kurangnya sumber  daya   manusia yang   
dimiliki oleh Polsek Panakkukang  dalam  bidang  teknologi informasi   
khususnya  bagi   aparat   kepolisian pada  bagian  Binmas dan Reskrim 
Polsek Panakkukang yang  menanggani dan melakukan upaya pencegahan 
kejahatan   pornografi dalam media internet, maka berdasarkan inisiatif  
sendiri  para  aparat  kepolisian  tersebut mempelajari   sendiri   hal-hal yang   
berkaitan dengan  teknologi informasi,23 selain itu guna memperlancar  
penanganan  kasus  pornografi dalam media internet ini, mengingat 
keterbatasan kemampuan aparat   Kepolisian dibidang  TI, maka  pihak  
kepolisian  meminta bantuan  dari  ahli  TI yang berasal dari  Sekolah Tinggi  
Informatika  dan  Komputer  yang  berada dikota makassar misalnya seperti 
Stimik Handayani. 
b. Upaya mengatasi hambatan eksternal 
Untuk mengatasi hambatanyang berasal  dari pemilik warnet  Polsek 
Panakkukang akan  melakukan penyuluhan agar mereka menyadari dampak 
negatif  dari  pornografi  tersebut dalam  media  internet dan agar pemilik warnet  
tidak hanya  mengutamakan bagaimana cara memperoleh keuntungan yang  
sebesar-besarnya melainkan  juga memiliki  tanggung jawab  moral   atas usaha 
yang dijalankanya, selain itu dengan penyuluhan diharapkan seluruh elemen  
masyarakat,termasuk pemilik  usaha  warnet dapat ikut berperan  aktif  dalam 
upaya pencegahan kejahatan pornografi, khususnya pornografi dalam media 
internet. 
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1) Untuk mengatasi kendala atau hambatan  yang berasal dari   instansi   lain,   
yakni   dari   dinas perizinan,  maka  Polsek Panakkukang akan melakukan 
koordinasi   dengan   dinas   terkait agar  dapat  mengambil  langkah  atau 
tindakan tegas terhadap warnet yang menunjang penyebaran  pornografi  
dalam  media  internet dengan  filefilm  porno  maupun  gambar  pornodalam 
Personal  Computer miliknya  dan  agar Dinas  Perizinan  aktif  melakukan 
pengawasan terhadap warnet, dengan  koordinasi  tersebut diharapkan dapat  
membantu Upaya pihak kepolisian dalam pencegahan kejahatan pornografi    
di  KotaMakassar.  
2) Untuk mengatasi kendala atau hambatan  yang berupa pandangan negatif 
masyarakat terhadap  kinerja   Pihak   Kepolisian, maka Polsek Panakkukang 
akan    membuktikan keseriusannya dalam penanganan  kejahatan pornografi 
tersebut dengan segera menuntaskan  atau  menyelesaikan  penyidikan 
terhadap kasus-kasus kejahatan tersebut dan segera dilimpahkan ke  
Kejaksaan Negeri Makassar. Selain itu Polsek Panakkukang akan 
menunjukkan keseriusannya dalam upaya pencegahan kejahatan pornografi 
dengan  terus  menerus melakukan sosialisasi dan pengawasan kepada elemen 
masyarakat warnet, sekolah, toko VCD/DVVD, diseluruh wilayah Kota 
Makassar.24 
Polsek Panakkukang  juga  nantinya  akan  mendatangkan  ahli dibidang  
perfilman  yang  berasal  dari Lembaga  Sensor  Film  Indonesia karena  razia  
yang dilakukan  terhadap  warnet  difokuskan  pada  film  porno dan  meminta  
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pendapat  dari  segi  hukum  dari  saksi  ahli  bidang  hukum pidana yang ada di 
kota Makassar. 
Dalam  rangka  mengantisipasi  kemajuan  TI  Markas  Besar(MABES) 
Polri   telah memprogramkan untuk mengadakan atau melaksanakan pendidikan   
kejuaraan,   pelatihan,   seminar   dan   bekerja   sama   dengan lembaga  
pendidikan  bidang  TI  guna  menigkatkan  sumberdaya  manusia bagi aparat 
kepolisian.25 
Karena tantangan utama penegakan hukum diera kemajuan teknologi ini 
adalah kejahatan-kejahatan melalui dunia maya. Semakin maju dan canggih 
teknologi yang lahir setiap tahunnya, maka semakin mempermudah manusia 
untuk melakukan apa yang diinginkan melalui teknologi termasuk melakukan 
kejahatan pornografi.  
Maka dari itu jika pihak kepolisian tidak meningkatkan supaya serta 
menambahkan cara-cara pencegahan kejahatan pornografi di kota Makassar 
seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi, maka pihak kepolisian akan 
kalah bersaing dengan bibit-bibit jenis kejahatan yang baru sehingga ketidak 
efektifan sebuah undang-undang akan terus terjadi.   
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan 
pencegahan kejahatan pornografi di kota Makassar, maka penulis 
mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Jumlah kejahatan pornografi di kota Makassar 2014 hingga tahun 2016 
terus mengalami peningkatan.Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor 
diantaranya adalah meningkatnya kemajuan teknologi, disharmoni  
keluarga  (broken  home), pendidikan  yang  salah, terjepitnya  generasi  
muda  antara  norma-norma  lama dengan  norma-norma  baru. 
2. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pencegahan 
kejahatan pornografi di kota Makassar yang dilakukan oleh Polsek 
Panakkukang masih belum efektif. Pertama hal itu disebabkan karena 
jumlah kejahatan pornografi di kota Makassar setiap tahun terus 
mengalami kenaikan, sedangkan metode pelaksanaan pencegahan 
kejahatannya tidak mengalami peningkatan. Yang kedua karena terdapat  
faktor penghambat lebih banyak daripada faktor pendukung pelaksanaan 
pencegahan kejahatan pornografi. 
3. Adapun faktor pengambat dalam upaya pencegahan kejahatan pornografi 
di kota Makassar terbagi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 
Adapun faktor internal yaitu keterbatasan dana, masih rendahnya sumber 
daya manusia (SDM). Adapun faktor eksternal yaitu pemilik warnet masih 
kurang sadar, pembebasan izin usaha warnet, respon negatif dari 
masyarakat terhadap upaya kepolisian.  
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B. Implikasi Penelitian 
1. Agar tidak terjadi peningkatan kejahatan pornografi di kota Makassar 
setiap tahunnya, maka perlu ada upaya-upaya yang harus ditingkatkan lagi 
dari sebelumnya. Misalnya, membatasi pihak bioskop dalam menyiarkan 
film-film yang berbau porno, mensejahterakan masyarakat dari segi 
ekonomi, membekali generasi muda dengan pendidikan agama yang 
cukup, melakukan kerjasama multilateral dengan negara lain untuk 
mengatasi aktivitas internet pornografi. 
2. Untuk lebih mengefektifkan upaya pelaksanaan kejahatan pornografi di 
kota Makassar, pemerintah harus benar-benar mengimplementasikan pasal 
17 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yaitu 
pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi 
atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui 
internet,melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan 
penggunaan pornografi, melakukan kerja sama dan koordinasi dengan 
berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam 
pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. 
3. Untuk meminimalisir munculnya faktor-faktor hambatan internal maupun 
eksternal, maka pemerintah dan pihak yang berwajib untuk melengkapi 
sarana atau fasilitas yang ada di setiap badan kepolisian serta menambah 
pengetahuan-pengetahuan teknologi  yang dapat menunjang kelancaran 
upaya pencegahan kejahatan pornografi di kota Makassar. 
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